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ebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari
pendidikan dalam masyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu
Q;n}didikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori
dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis
kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mem-
punyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang
memiliki rencana mengembangkan pendidikan. Bagi perkembangan
individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi
proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.

Pendidikan merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat
dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan
pendidikan menjadi penentu adanya pendidikan. Kebijakan pendidikan
harus didukung oleh riset dan pengembangan, serta dapat diimplemen-
tasikan dalam mengembangkan pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang baik memperhitungkan kemampuan di
lapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya
dana, pelaksanaan yang bertahap, serta dukungan oleh kemampuan riset
dan pengembangan merupakan syarat bagi kebijakan pendidikan yang
efisien.

Buku ini merupakan buku yang tepat untuk mata kuliah kebijakan
pendidikan yang menguraikan teori mengenai kebijakan pendidikan,
filosofi, dan implementasinya dalam mengembangkan pendidikan di
Indonesia. Dengan demikian, saya menyambut baik kehadiran buku ini.

Prof. Dr. H. lim Wasliman, M.Si.
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1, PENGANTAR PENULIS

alah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan pendidikan

adalah implementasi kebijakan yang hanya dianggap sebagai

pelaksanaan keputusan. Tahapan implementasi menjadi penting
karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan
tahapan pada saat suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal sehingga
dapat mencapai tujuan kebijakannya.

Dua perspektif awal dalam studi implementasi berdasarkan per-
tanyaan sejauh mana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yaitu
apakah suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh
daerah (top-down) atau kebijakan tersebut dibuat dengan melibatkan
aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksananya
(bottom-up)? Persoalan ini hanya merupakan bagian dari permasalahan
yang lebih luas, yaitu bagaimana mengidentifikasikan gambaran-gambaran
dari suatu proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu,
serta beragam aktor yang terlibat di dalamnya?

Para penulis studi implementasi pun memiliki keragaman tanggapan
atas kompleksitas variabel yang terlibat di dalamnya. Ada yang cukup
berani menyederhanakannya dengan mengurangi variabel tersebut, ada
juga yang mencoba mengembangkan model studi implementasi dengan
memperhitungkan seluruh variabel yang teridentifikasi dalam studinya.

Sekalipun demikian, manfaat teori atau model-model implementasi
kebijakan yang berkembang pesat sejak tahun 1970-an hingga per-
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tengahan tahun 1980-an ini cukup besar, setelah itu mengalami ke-
munduran dan tidak ada lagi pendekatan baru yang dihasilkan. Dari sini,
kita dapat mengelaborasi dan memperoleh gambaran mengenai faktor-
faktor yang perlu diperhatikan dalam mengelola proses implementasi agar
meningkatkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan kebijakan.

Buku Kebijakan Pendidikan ‘“dari Filosofi ke Implementasi” hadir sebagai
alternatif bagi para manajer/birorat dalam upaya mengembangkan ke-
mampuan mengelola kebijakan. Buku ini menyajikan pokok bahasan,
dimulai dari filosofi dan konsep dasar memahami teori ataupun formulasi
kebijakan pendidikan dan ruang lingkupnya, memahami perkembangan
paradigma kebijakan pendidikan kontemporer, mengetahui aspek-aspek
yang memengaruhi kebijakan pendidikan, mengenali isu-isu kebijakan
pendidikan, memahami fungsi kebijakan pendidikan, mengenali kom-
ponen, faktor-faktor, dan aktor kebijakan pendidikan yang memengaruhi
dalam memformulasikan, mengiplementasikan, serta melakukan evaluasi
kebijakan pendidikan.

Melalui buku ini, para pembaca diharapkan dapat memperoleh
gambaran tentang model kebijakan pendidikan. Bagi para mahasiswa,
buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk melihat secara lebih
mendetail penerapan teori kebijakan pendidikan.

Penulis berharap, kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangan
yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Dr. H. Ahmad Rusdiana, M.M.
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PENDAHULUAN

otret pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih

belum menggembirakan. Hal tersebut dikarenakan adanya

problem kebijakan, yang terkait dengan tiga persoalan mendasar

dlam kebijakan pendidikan. Pertama, pola perumusan kebijakan pen-

didikan masih berpusat pada elite kekuasaan dengan sistem top-down

pada satu sisi, sedangkan partisipasi masyarakat relatif masih minimal. Pada

sisi lain, meskipun saat ini kita sudah memasuki era otonomi daerah, praktik
dengan kultur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka.

Kedua, banyaknya rumusan kebijakan pendidikan yang dirancang
secara rumit dan mahal, tetapi pada tataran implementasi mengalami
distorsi dan banyak penyimpangan. Berbagai distorsi pemaknaan dan
penyimpangan implementasi kebijakan masih sering terjadi di lapangan.

Ketiga, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hampir
selalu dilakukan dengan serbacepat (instan) dan kurang mempertimbang-
kan berbagai implikasi secara matang.

Ketiga kondisi tersebut —elitisme, distorsi, serta proses yang serba-
instan dalam setiap perumusan dan impelementasi kebijakan pendidikan-
secara akumulatif telah mendorong munculnya pandangan skeptis di
masyarakat. Salah satunya adalah munculnya keluhan di kalangan
masyarakat bahwa seringnya terjadi perubahan kebijakan pendidikan
belum mampu menghasilkan perbaikan secara signifikan. Keluhan awam
yang sering muncul adalah “Ganti menteri ganti kurikulum?

Kondisi itu menunjukkan bahwa banyak tindakan pembangunan
pendidikan yang diambil dan dilakukan sebelum tindakan pembangunan
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yang sebenarnya, dan masih berupa tindakan membangun semu serta
tindakan membangun hanya bersifat nominal. Hal ini disebabkan belum
adanya sikap dasar pembangunan yang benar di bidang pendidikan.

Selain itu, sikap dan tindakan “tanpa pikir” para pelaku pendidikan
pada semua tingkat mengindikasikan belum kukuhnya dasar-dasar ideo-
logis pendidikan di Indonesia.

Berbagai kebijakan yang mengarah pada perbaikan pendidikan pun
masih mendasarkan pada fondasi ideologis yang rapuh atau tidak jelas
dasar-dasar ideologisnya.

Dengan mencermati uraian di atas, muncul beberapa pertanyaan.
Pertama, bagaimanakah sebuah kebijakan pendidikan dilihat dari kerangka
akar ideologisnya? Kedua, mengapa pilihan terhadap sebuah dasar ideo-
logis terhadap praktik pendidikan menjadi sangat penting? Ketiga, alternatif
apa saja yang patut menjadi dasar ideologis pendidikan serta manakah
di antara semua itu yang paling tepat dalam membangun pendidikan
Indonesia masa depan?

Kerangka Akar Ideologis Kebijakan Pendidikan

1. Hakikat Ideologis Kebijakan Pendidikan

Pada umumnya, praktik penyelenggaraan pendidikan dalam suatu
masyarakat dilatarbelakangi adanya berbagai pertimbangan subjektif
masyarakatnya berupa preferensi nilai serta prinsip yang dipilih.
Pertimbangan subjektif tersebut dapat dimengerti, mengingat praktik
pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinginan
masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut pertimbangan dan kehendak masyarakat atau cita-cita sosial
(social ideals) tersebut, praktik penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah
maupun luar sekolah, mempunyai dua peran penting yang berbeda, yaitu:

a. tidak melegitimasi bahkan melanggengkan formasi sosial yang ada
(status quo), tetapi sebaliknya, berperan untuk membangun atau
mengubah tatanan sosial menuju yang lebih adil;

b. peran yang berlawanan tersebut sebenarnya merupakan pantulan
(reflection) dari kehendak serta cita-cita sosial yang berbeda dari suatu
masyarakat.
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2. Penyebab Perbedaan Arah Praktik Penyelenggaraan Pen-
didikan
Menurut William F. O'Neil (2001: 8), perbedaan arah praktik pe-
nyelenggaraan pendidikan pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan
ideologi yang digunakan oleh tiap-tiap masyarakat.

Bahkan, ditambahkan oleh Silberman (O'Neil, 2001: 8) bahwa gagalnya
perbaikan dan praktik pendidikan selama ini lebih dikarenakan sikap dan
tindakan “tanpa pikir” para pelaku pendidikan di semua tingkat. Hal ini jelas
mengindikasikan masih belum kukuhnya dasar-dasar ideologis pendidik di
Indonesia. Aneka kebijakan yang mengarah pada perbaikan pendidikan
masih mendasarkan pada fondasi ideologi yang rapuh atau tidak jelas dasar-
dasar ideologisnya.

3. PahamIdeologi Pendidikan

Beberapa paham ideologi pendidikan telah banyak dikemukakan para
ahli, seperti Brameld (1956) yang membagi empat macam ideologi
pendidikan yang disebut dengan istilah aliran filsafat pendidikan, yaitu
perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme.

a. Menurut perenialisme, sasaran yang perlu dicapai dalam pendidikan
adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenar-
an, serta nilai yang abadi dan tidak terikat ruang dan waktu. la meng-
ajukan keberadaan pola-pola yang tidak bisa berubah dan bersifat
universal sejak zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan, dan abad
dewasa ini atau yang melatari dan menentukan seluruh objek serta
peristiwa yang ada dalam kenyataan. la berakar dari tradisi filsafat Plato,
Aristoteles; dan Thomas Aquinas.

b. Aliran esensialisme berpandangan bahwa alam semesta beserta segala
unsurnya diatur oleh hukum yang mencakup semuanya serta tatanan
yang sudah mapan sebelumnya. Oleh karena itu, tugas utama manusia
adalah memahami hukum dan tatanan tersebut sehingga mereka dapat
menghargai dan menyesuaikan diri dengannya. Menurut esensialisme,
sasaran utama sekolah adalah mengenalkan siswa pada karakter dasar
alam semesta yang sudah tertata. Oleh karena itu, anak harus dikenal-
kan pada warisan budaya, sekaligus sebagai pelestari budaya.

c. Progresivisme berpendapat bahwa tujuan utama sekolah adalah .
meningkatkan kecerdasan praktis, yang membuat siswa lebih efektif
dalam menghadapi dan memecahkan problem dalam kehidupan
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sehari-hari. Progresivisme menekankan pendidikan harus bersifat
duniawi, eksperimentatif, eksploratif, aktif, dan evolusioner sehingga
sering disebut paham eksperimentalisme. Paham ini ditopang oleh
filsafat pragmatisme Amerika.

d. Paham rekonstruktivisme menekankan bahwa sekolah semestinya
diabdikan pada pencapaian tatanan sosial yang demobkratis. Orientasi
utama sekolah harus pembangunan masyarakat. Selain Brameld,
pakar lain yang menggolongkan ideologi pendidikan adalah O'Neil.

Pemetaan paham ideologi pendidikan yang disampaikan O’Neil ini
sebenarnya merupakan koreksi atas pemetaan yang telah dibuat oleh
Theodore Brameld.

William F. O'Neil (2001: 24-25) mengkritik teori penggolongan ideo-
logi pendidikan Brameld yang memiliki empat kelemahan utama, vaitu:

a. penggolongan Brameld hanya tepat untuk menggambarkan feno-
mena ideologi pendidikan pada tahun 50-an;

b. terlalu menyederhanakan kekayaan dan keragaman di wilayah filsafat/
ideologi pendidikan kontemporer;

c. dasar penggolongannya tidak sejajar. Perbedaan perenialisme, esen-
sialisme, dan progresivisme didasarkan atas “apa tujuan pendidikan?”
dan “apa yang harus diajarkan?” sedangkan rekonstruksionisme
menekankan dasar penggolongannya pada “apa hubungan yang tepat
antara sekolah dengan masyarakat?”

d. teori penggolongan Brameld tidak mengandung penjelasan kuat
tentang keterkaitan antara aliran filsafat pendidikan dan aliran filsafat.
Misalnya, tidak semua pragmatis selalu eksperimentalis dan tidak
semua konservatis selalu esensialis.

Oleh karena itu, O'Neil (2001: 99-129) membuat penggolongan baru
yang lebih longgar meliputi tiga macam ideologi pendidikan, yaitu
konservatisme, liberalisme, dan kritis-radikal.

a. lIdeologi Konservatif

Paham ideologi memandang bahwa ketidaksederajatan masyarakat
merupakan hukum keharusan alami, hal yang mustahil dihindari serta
merupakan ketentuan sejarah.

Perubahan sosial bukan sesuatu yang harus diperjuangkan karena
perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara.
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Kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat tidak dapat
merencanakan perubahan atau memengaruhi perubahan sosial karena
hanya Tuhan yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang
* mengetahui makna di balik semua itu. Dengan demikian, mereka tidak
menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah
kondisinya.

Dalam pandangan kaum ini, mereka yang menderita, seperti ke-
lompok miskin, buta huruf, tertindas, dipenjara menjadi seperti itu disebab-
kan kesalahannya sendiri. Hal ini karena pada kenyataannya:

1) banyak orang yang dapat bekerja keras hingga mampu meraih se-
suatu;

2)  banyak orang menempuh sekolah dan belajar untuk berperilaku baik
sehingga tidak dipenjara;

3) kaum miskin harus sabar dan belajar untuk menunggu sampai gilir-
annya datang karena pada akhirnya semua orang akan mencapai
kebebasan dan kebahagiaan.

Dengan pemikiran ini, kaum konservatif sangat menjunjung tinggi
adanya harmoni serta menghindari konflik.

b.  Ideologi Liberal

Penganut ideologi ini berangkat dari keyakinan bahwa dalam
masyarakat terjadi banyak masalah, termasuk urusan pendidikan, tetapi
masalah dalam pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik
dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, tugas pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan
persoalan politik dan ekonomi. Sekalipun demikian, proses pendidikan
tidak boleh lepas dengan kondisi-kondisi eksternal, dalam hal ini ekonomi
dan politik. Pendidikan harus dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi-
kondisi eksternal dengan cara memecahkan berbagai masalah internal
melalui mereformasi diri secara "kosmetik’, seperti pengadaan sarana
prasarana yang memadai (ketercukupan ruang kelas, perpustakaan,
laboratorium yang canggih, dan peralatan komputer yang komplet),
menyeimbangkan rasio murid-guru, penciptaan metode pembelajaran
baru (CBSA, modul, remedial learning, learning by doing, experiental learning,
dan lain-lain), penataan manajemen sekolah (MPMBS, competency based
leadership, dan lain-lain).

4 wijakm-l Pendidikan 21
“ari Bilosofi ke tplewentasi




Penganut ideologi konservatif dan liberal, memandang sama bahwa:

1) pendidikan adalah apolitik dan excellent harus merupakan target
utama pendidikan;

2)  kaum liberal tidak melihat kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan
dominasi politik, budaya, serta gender. Bahkan, pendidikan menurut
fungsionalisme struktural (salah satu aliran dalam ideologi liberal)
ditujukan sebagai sarana untuk menstabilkan nilai dan norma
masyarakat;

3) pendidikan merupakan media untuk menyosialisasikan dan mere-
produksi nilai tata susila dan keyakinan agar masyarakat luas sebagai
sistem berfungsi secara baik. Ideologi liberalisme ini berakar pada
cita-cita individualisme Barat;

4) menurut cita-cita ini, gambaran manusia ideal adalah manusia
“rasionalis liberal} yaitu semua manusia memiliki potensi sama dalam
intelektual, baik tatanan alam maupun sosial yang dapat ditangkap
oleh akal; serta individu-individu di dunia adalah atomistik dan otonom.
Ideologi liberalisme ini juga dipengaruhi oleh positivisme, seperti
pendewaan terhadap metode “scientifik” serta adanya pemisahan
antara fakta dan nilai menuju pemahaman objektif.

¢. Ideologi Kritis-Radikal

Pendidikan bagi kaum kritis ini merupakan arena perjuangan politik.
Jika bagi kaum konservatif pendidikan diarahkan untuk menjaga status quo,
sedangkan kaum liberal pendidikan diorientasikan untuk perubahan
moderat, ideologi kritis ini menghendaki pendidikan sebagai sarana
perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi, serta
gender. Kaum kritis berpendapat sebagai berikut.

1) Diskriminasi kelas serta gender dalam masyarakat tercermin pula
dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, kaum kritis-radikal sangat
bertentangan dengan kaum liberal bahwa pendidikan dianggap
terlepas dari persoalan kelas dan gender dalam masyarakat.

2) Perhatian utama pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap
the dominant ideology ke arah transformasi sosial. Tugas utama pen-
didikan adalah menciptakan ruang berpikir serta bertindak untuk
selalu kritis terhadap keadaan sistem serta struktur yang tidak adil dan
menindas.
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3) Pendidikan tidak mungkin dapat bersikap netral, objektif, dan meng-
ambil jarak dengan masyarakat (sebagaimana dianjurkan positivisme).
Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan
beserta kelas dominan yang ada sebagai perwujudan atas pemihakan
terhadap rakyat kecil, kelompok miskin, atau kelas tertindas umumnya
dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil.

Berdasarkan ketiga ideologi pendidikan di atas, tampaknya para
penentu kebijakan pendidikan di Indonesia masih terkesan samar-samar
dalam memilih dan mendasarkan diri sebagai basis ideologis dalam setiap
kebijakannya. Apologi yang muncul dari mereka mendasarkan diri atas
ideologi Pancasila. Padahal, ideologi Pancasila belum terderifasi secara
mantap menjadi ideologi pendidikan Pancasila, ataupun juga penggunaan
ideologi pendidikan.

Pancasila hanya sebatas simbolis yang substansinya masih dipertanya-
kan. Akibatnya, basis ideologis yang digunakannya lagi-lagi menjadi kabur.
Selain itu, konstruksi dan formulasi paradigma kebijakan yang dibangun
juga menjadi tidak jelas serta kering argumentasi (Suryadi dan Tilaar, 1994
63-66).

Oleh karena itu, sangat wajar apabila keseluruhan kebijakan pen-
didikan yang sering dibuat pemerintah cenderung bersifat involutif, bahkan
terkesan mengulang-ulang atau blunder. Hal yang paling menyedihkan
adalah banyak kebijakan pendidikan yang dibuat oleh mereka dengan
tujuan memuaskan kelompok kepentingan tertentu, bukan pada pember-
dayaan bangsa secara keseluruhan.

B Kebijakan Pendidikan: suatu Pendekatan Dilematis

Secara teoretis, kebijakan pendidikan yang dirancang dan dirumuskan
untuk diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Kebijakan
pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati, lebih-lebih yang menyangkut
persoalan krusial atau persoalan makro, dilandasi oleh paham teori tertentu,
di antaranya sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan Berkaitan dengan Aspek Metapolicy

Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan dalam peng-
ambilan kebijakan (decision maker) terlebih dahulu mempertimbangkan se-
cara masak-masak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada).
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Menurut pandangan Hodgkinson (Solichin Abdul Wahab, 1997: 45),
semua jenis perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan aspek meta-
policy karena menyangkut hakikat (substance), sudut pandang (perspective),
sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) yang tersembunyi ataupun yang
nyata dari aktor-aktor yang bertanggung jawab.

Metapolicy mempersoalkan latar belakang dan cara suatu kebijakan
(termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan, kajian metapolicy
ini dapat mengarah pada kajian yang bersifat filosofis.

2. Anadlisis Kebijakan Perspektif Esensi Nilai (Value)

Masalah nilai (value) dalam diskursus analisis kebijakan publik akan me-
nyentuh aspek metapolicy. Hal ini dikarenakan masalah nilai ini menyangkut
hakikat (substance), perspektif, sikap, dan perilaku yang tersembunyi atau
yang dinyatakan secara terbuka dari aktor-aktor yang bertanggung jawab
dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik (Hodgkinson, 1978:
121).

Di negara-negara maju, isu menyangkut persoalan keamanan, hukum,
dan ketertiban tidak lagi menjadi isu kontroversial dalam keputusan kebijak-
an pemerintah (policy decision). Oleh sebab itu, bagi para pembuat kebijak-
an di negara-negara tersebut, isu yang selalu menyedot perhatian mereka,
yaitu menyangkut nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat publik, termasuk para
pegawai senior pemerintah yang tugasnya hanya memikirkan dan membeti
pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (public good). Dalam
hal ini, Fisterbusch (1983) membagi kebijakan dalam lima unsur, antara lain:
a. keamanan (security);

b. hukum dan ketertiban umum (law and order);
c. keadilan {justice);

d. kebebasan (liberty);

e. kesejahteraan (welfare).

Tidak dapat dimungkiri, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan
dengan mekanisme penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur
rutin melalui saluran-saluran birokrasi, tetapi menyangkut masalah konflik,
keputusan, dan yang memperoleh sesuatu dari sebuah kebijakan.

Daniel A. Mazmian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna
implementasi. Menurut mereka, implementasi atau pelaksanaan kebijakan
adalah memahami hal-hal yang sesungguhnya terjadi setelah suatu pro-
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gram dinyatakan berlaku atau dirumuskan, termasuk memahami gejala
yang timbul setelah disahkannya kebijakan tersebut, serta dampak nyata
pada masyarakat jika hal tersebut diberlakukan.

3. Filosofi Kebijakan

Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan me-
nunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam
kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Dalam kapasitasnya,
kebijakan dapat dipahami sebagai berikut:

a. bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis
(political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan
akibat adanya kepentingan;

b. ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten
serta berulang, baik dari yang membuat maupun yang menaatinya
(yang terkena kebijakan itu);

¢. merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk
keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan
dan pejabat pemerintah.

4. Pendekatan-pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pen-
didikan
Secara teoretis, menurut Arif Rohman (2002: 13), kebijakan pendidik-
an dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang
lebih ilmiah empiris. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang
beragam sesuai dengan paham teori yang dianut oleh tiap-tiap penentu
kebijakan.

Dalam konteks ini, Arif Rohman (2002: 13) menyatakan bahwa ter-
dapat dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu
sebagai berikut.

a. Social Demand Approach

Social demand approach adalah pendekatan dalam perumusan
kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta
beragam kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat.

Pada pendekatan jenis ini, para pengambil kebijakan terlebih dahulu
menyelami dan mendeteksi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya.
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Bahkan, kalau perlu mereka melakukan hearing dan menangkap semua
aspirasi dari bawah secara langsung.

Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjaringan aspirasi dari
masyarakat lapisan bawah (grass-root) dapat dilakukan melalui banyak cara,
misalnya melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, pe-
nelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Adapun yang berlaku pada
masyarakat yang masih belum maju, proses penjaringan aspirasi dari
bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, sarasehan, dan sebagainya.

Pendekatan social demand tidak semata-mata merespons aspirasi
masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, tetapi juga
merespons tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimple-
mentasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan
terjadi, baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan
pendidikan.

Dengan mencermati uraian tersebut, social demand approach dalam
perumusan kebijakan dapat digolongkan dalam tipe perumusan kebijakan
yang bersifat pasif. Artinya, kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada
tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

Dengan demikian, para pejabat berwenang hanya bersifat menunggu.
Berdasarkan sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai
dengan aspirasi dan tuntutan masyakat, sehingga saat diimplementasikan
kebijakan tersebut mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Oleh
sebab itu, dengan pendekatan jenis ini, tingkat ketercapaian dari imple-
mentasi kebijakan relatif tinggi dan risiko kegagalannya akan rendah.

b.  Man-Power Approach

Man-power approach adalah sebuah pendekatan yang lebih menitik-
beratkan pada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan keter-
sediaan sumber daya manusia (human resources) yang memadai di
masyarakat. Pendekatan man-power tidak melihat ada permintaan dari
masyarakat atau tidak, masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu
kebijakan pendidikan tertentu atau tidak. Akan tetapi, yang terpenting
adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari
sudut pandang pengambil kebijakan.

Dalam pendekatan man-power, pemerintah sebagai pemimpin suatu
bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan dapat maju
ketika memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas
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yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumber daya manusia
(human resources) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator empiris dari
penguasaan kualitas dari setiap warga bangsa adalah tingkat pendidikan
formal para anggotanya.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang me-
rumuskan kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan
pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Beberapa catatan yang dapat dipetik dari man-power approach di atas
adalah pendekatan ini secara umum lebih bersifat otoriter dan kurang
menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan.
Hal ini karena perumusan kebijakannya tidak diawali adanya aspirasi dan
tuntutan masyarakat, tetapi langsung dirumuskan sesuai dengan tuntutan
masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner sehingga
terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini.
Berdasarkan sisi positifnya, pendekatan man-power lebih efisien dalam
proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang.

@ Menuju Formulasi Kebijakan Pendidikan Kritis-
Partisipatif

Hudson (Arif Rohman, 2002: 78-81) mengelompokkan teori perumus-
an kebijakan pendidikan menjadi lima teori, yaitu sebagai berikut.

1. Teori Radikal (Radical Theory)

Teori radikal (radical theory) menekankan kebebasan lembaga lokal
dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pen-
didikan yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyeleng-
garaan pendidikan di tingkat daerah diserahkan pada daerah. Dengan
demikian, negara atau pemerintah pusat tidak perlu menyusun rencana
kebijakan pendidikan apabila kurang sesuai dengan kondisi lokal. Lebih-
lebih, kondisi masing-masing daerah memiliki tingkat keragaman dan
kekhasan yang tidak dapat disamakan satu sama lain.

Teori ini berasumsi bahwa tidak ada lembaga atau organ pendidikan
lokal yang persis sama satu sama lain sehingga untuk menyusun kebijakan
pendidikan yang dianggap terbaik adalah diserahkan sepenuhnya pada
lembaga-lembaga lokal yang secara hakiki memiliki karakteristik yang
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relatif plural, serta yang mengetahui persoalan untuk dirinya sendiri. Hal ini
sangat relevan dengan semangat otonomi daerah yang sekarang sedang
bergulir.

Dari sini, tampak jelas bahwa teori radikal sangat menghargai desen-
tralisasi dalam perumusan kebijakan pendidikan.

2. Teori Advokasi (Advocacy Theory)

Teori advokasi (advocacy theory) tidak menghiraukan perbedaan
seperti karakteristik lembaga, lingkungan sosial dan kultural, lingkungan
geografis, serta kondisi lokal lainnya. Semua corak karakteristik dan
perbedaan lingkungan tersebut menurut teori ini hanya perbedaan yang
didasarkan pada pengamatan empiris semata.

Sebaliknya, teori advokasi lebih mendasarkan pada argumentasi
yang rasional, logis, dan bernilai. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu
menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan
umum, serta melindungi lembaga dan organ pendidikan yang relatif masih
marginal dibandingkan dengan lembaga atau organ pendidikan lain yang
sudah maju.

Teori advokasi bersumber dari akar teori konflik yang merekomen-
dasikan pemberian kewenangan negara atau pemerintah pusat untuk
membatasi kelas atau kelompok dominan yang dapat merugikan kelas
marginal. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus mampu menyeimbangkan
kemajuan pendidikan antardaerah. Dengan demikian, ketimpangan
pendidikan antardaerah dapat dikurangi.

3. TeoriTransaktif (Transactive Theory)

Teori transaktif (transactive theory) menekankan bahwa perumusan
kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama dengan semua pihak.

Proses pendiskusian ini perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak-
pihak terkait, termasuk personalia lembaga pendidikan tingkat lokal. Hasil
dari proses diskusi tersebut kemudian dievolusikan atau digulirkan terlebih
dahulu secara perlahan-lahan.

Pada dasarnya, teori transaktif sangat menekankan harkat individu serta
menjunjung tinggi kepentingan masing-masing pribadi. Keinginan,
kebutuhan, dan nilai-nilai individu diteliti satu per satu dan diajak bersama
dalam perumusan kebijakan pendidikan.
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4. TeoriSinoptik (Synoptic Theory)

Teori sinoptik (synoptic theory) menekankan bahwa dalam menyusun
sebuah kebijakan diperlukan metode berpikir sistem. Objek yang di-
rancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat
dengan tujuan yang sering disebut dengan “misi”. Oleh karena itu, teori ini
sering disebut teori sistem, atau teori pendekatan sistem rasional, atau teori
rasional komprehensif.

5. TeoriInkremental (Incremental Theory)

Teori inkremental (incremental theory) menekankan pada perumusan
kebijakan pendidikan yang berjangka pendek serta berusaha menghindari
perencanaan kebijakan yang berjangka panjang. Hal ini dikarenakan
masalah-masalah yang dihadapi serta performa dari para personalia pe-
laksana kebijakan dan kelompok yang terkena kebijakan sulit diprediksi.

Setiap saat, setiap tahun, dan setiap periode waktu terjadi perubahan
yang sangat kompleks. Oleh karena itu, menurut teori inkremental, sangat
sulit dan kurang cermat ketika kebijakan pendidikan yang berdimensi
jangka panjang diterapkan pada suatu keadaan yang selalu berubah.
Kebijakan pendidikan yang paling tepat adalah kebijakan yang berjangka
pendek, yang relevan dengan masalah pada saat itu juga.

Masing-masing teori tersebut memiliki kekhasan dan implikasi positif
dan negatifnya apabila diterapkan. Suatu teori hanya akan tepat atau memiliki
banyak nilai positif ketika diterapkan pada konteks masalah yang relevan.
Sekalipun demikian, tidak tertutup kemungkinan jika satu masalah akan dapat
dipecahkan dengan menggunakan beberapa teori secara eklektis-sinergis.
Misalnya, dalam mengatasi persoalan ketimpangan antardaerah soal mutu
pendidikan yang menjadi problem bangsa Indonesia sejak tahun 1970-an
sampai sekarang, pemecahan kebijakan yang relevan adalah dengan meng-
gunakan teori radikal, advokasi, dan sinoptik secara eklektis-sinergis.

Aspek-aspek yang dapat ditangani dan diselesaikan oleh lembaga
lokal hendaknya diserahkan pada kreativitas lokal. Sedangkan hal-hal yang
ditangani pemerintah pusat diserahkan pada pusat. Terhadap keseluruhan
upaya tersebut dilakukan dalam kerangka sistem.

Dengan menggunakan teori secara eklektis-sinergis, partisipasi lokal
dan masyarakat pada umumnya diharapkan dapat meningkat secara
signifikan serta daya kritis mereka dalam mempertimbangkan tuntutan dan
kemampuan.
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KONSEP DASAR
(EBIJAKAN PENDIDIKAN

@ Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy,
juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan
Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah policy berarti kebijakan. Latin:
politeia; pemerintahan settled course adopted and followed by a government
(suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah,
perseorangan, kelompok, dan sebagainya). Polis dalam bahasa Yunani
berarti negara kota. Pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota. Policie dalam
bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau
juga berarti administrasi pemerintah.

Menurut Poerwadarminta (1984), kebijakan berasal dari kata bijak,
yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan
demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.

Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/
mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seseorang yang
bijak adalah seseorang yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya.

Dalam bahasa Belanda terdapat kata beleid, yang diartikan sebagai
bestuur (pemerintahan), overleg (pertimbangan/pemikiran); atau omzichtigheid
(hati-hati). Dengan demikian, orang yang bijak adalah pemerintahan yang
memiliki pemikiran yang hati-hati tentang suatu hal.
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Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan
cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman
untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.

Menurut The Lexicon Webster Dictionary (1978: 736), yang dimaksud
dengan kebijakan adalah:

“... Policy, n. pl. policies, (politia, Gr. Politeia, polity): The principles on which

anymeasure or course of action is based, the line of conduct which the

rulers of a nation adopt on particular questions especially with regard to
foreign countries prudence or wisdom of governments or individuals in

‘the management of the affairs, public or private; general prudence or

dexterity of management; sagacity’.

Dengan demikian, kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang dijadi-
kan landasan dari berbagai kegiatan.

Desmond Keeling (1972: 24), mengemukakan pandangan berikut
tentang istilah policy. Menurut pandangannya bahwa: “... There seems
to be four distinct elements: objectives, plans, priorities, and decision rules,
any more or more of which may be intended by the current use in practice of
the word policy ...."

Selanjutnya, Sir Georffrey Vickers dalam sebuah analisisnya tentang
istilah policy (Desmond Keeling, 1972), merumuskan policy sebagai: “... A set
of standards or norms".

Perbedaan Pengertian Kebijaksanaan dan Kebijakan

Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yaitu kebijaksanaan
adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang
bulu, sifatnya mengikat kepada siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh
kebijaksanaan tersebut. Adapun kebijakan atau wisdom adalah ketentuan
dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan
kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak
memberlakukan aturan yang berlaku.

Secara terminologis, pengertian kebijaksanaan atau policy dikemuka-
kan oleh para ahli sebagai berikut.

Laswell (1970) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai program pen-
capaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah (a projected
program of goals values and practices).

Ry
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Heclo (Jones, 1977) memberikan batasan kebijaksanaan sebagai cara
bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.

Eulau (Jones, 1967) mengartikan kebijaksanaan sebagai keputusan
yang tetap, dicirikan oleh tindakan yang berkesinambungan dan berulang-
ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijaksanaan.

Amara Raksasa Taya dalam Tjokro Amidjoyo (1976), memberikan
batasan kebijaksanaan sebagai taktik atau strategi yang diarahkan untuk
mencapai suatu tujuan.

Budiarjo dalam Supandi (1988) menyatakan bahwa kebijaksanaan
adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai
tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijaksanaan
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Indrafachrudi (1984) memberikan pengertian kebijaksanaan sebagai
ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan
kegiatan administrasi atau pengelolaan.

Dengan berlangsungnya waktu berkembanglah pandangan atau
mitos tentang istilah policy:

“Policy has not only various meanings but a variety of myths have in the past
been associated with it: (1) that policy is exclusively an activity conducted at
the highest levels perhaps only by politicians in central and local government
with senior officials allowed to participate as policy adviser; (2) that it can be
sharply differentiated from the work of implementing policy decisions; (3) that
the making of policy always precedes in time the taking of decisions on
individual cases (Desmond Keeling, 1972: 26).

Pernyataan yang diungkapkan pada butir (1), (2), dan (3) di atas, tidak
selalu terjadi dalam praktik, baik kaitannya dengan kebijakan publik (public
policy) maupun kebijakan bisnis (business policy). Kadang-kadang kebijakan
disusun oleh tingkat-tingkat yang ada (kecuali tingkatan terendah). Hal ini
bergantung pada pentingnya persoalan yang sedang dihadapi. Pada
praktiknya, terlihat bahwa implementasi kebijakan dan penyusunan
kebijakan tidak dapat dipisahkan.

Perlu diingat bahwa para penyusun kebijakan (policy makers) senan-
tiasa memerlukan umpan balik (feedback) pengimplementasian kebijakan
yang telah disusun. Dapat pula dikatakan bahwa dalam kenyataan, sering
terlihat gejala bahwa kebijakan tidak mutlak harus mendahului keputusan-
keputusan individual.

Zebiiakan Pendidikan |
Keb J;r;f\qu Penoic ;\q;LJ 33

“dari Filosofi ke ln:]llcmeum




2. Ciri-ciri Policy Kebijakan
Ermaya E. Suradinata (1993: 1993) menempatkan ciri-ciri policy adalah:

a. mengandung hubungan dengan tujuan organisasi atau tujuan lem-
baga yang bersangkutan;

b. dikomunikasikan dan dijelaskan kepada semua pihak yang ber-
sangkutan;

c. dinyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami, sebaiknya tertulis;
mengandung ketentuan tentang batas-batasnya dan ukuran bagi
tindakan pada kemudian hari;

e. memungkinkan diadakan pembahasan jika diperlukan, meskipun
secara relatif tetap dan stabil;

f.  masuk akal dan dapat dilaksanakan, memberi peluang untuk ber-
tindak, dan penafsiran oleh mereka yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaannya.

3. Perspektif dalam Melakukan Proses Kebijakan

Beragam perspektif dalam proses kebijakan, di antaranya rationalitas,
technicians, instrumentalis, dan reformist. Dalam hal ini tidak ada satu
kelompok yang mendominasi atas kelompok yang lainnya. Keempat jenis
tersebut memainkan peran yang berbeda dalam proses kebijakan, nilai
yang dibangun, sumber tujuan, dan gaya menjalankannya (Fattah, 2013: 24).

Tabel Jenis-jenis Perspektif dan Karakternya

Characteristic

Criticism

Perfective

Rationalist ~ Policy = Methode Discoverable Comprehensive Failure
analyst/ acknolowlede
planner limits

Technician Expert/  Training/ Set by others Explicit Narrowness

specialist  expertise
Incremental Politician Status quo  Set by new Bargaining Concervative

Demand
Reformist  Citizen ~ Change Set by Activist Unrealistic,
lobbyist substantive uncompromising
concern

(Sumber: W. Dunn, 2004).
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\B.) Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik adalah tetjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu
public policy. Kata policy dapat diterjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra
Wibawa, |994; Muhadjir Darwin, 1998) dan/atau “kebijaksanaan” (Islamy,
2001; Abdul Wahap, 1990).

Meskipun belum ada kesepakatan, apakah policy diterjemahkan
menjadi “kebijakan” ataukah “kebijaksanaan’ tampaknya kata policy di- .
gunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, dalam bab ini, public policy
diterjemahkan menjadi “kebijakan publik”

Beberapa ahli memberikan pengertian kebijakan publik sebagai
berikut.

Thomas R. Dye (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai
berikut: “Public policy is whatever the government choose to do or not to do”
(Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah
memilih untuk melakukan sesuatu, tentunya ada tujuannya karena
kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah
memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini pun merupakan kebijakan
publik, yang tentu ada tujuannya.

James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, “Public policies are those
policies developed by governmental bodies and officials” (Kebijakan publik
adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat
pemerintah).

Selanjutnya, David Easton memberikan definisi sebagai berikut: “Public
policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (Kebijakan
publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota
masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya
kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan
pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak me-
lakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan publik
adalah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa ke-
bijakan publik -dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public
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policy- yaitu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati
dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi
sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi di-
jatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas
menjatuhkan sanksi (Nugroho R, 2004: 1-7).

2. Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan
bermacam-macam, sehingga perlu ditinjau dari berbagai macam sudut
pandang. Kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari
kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Dalam konteks pembahasan
di sini, menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 264) bahwa kebijakan
pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum.

a. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu
berkenaan dengan lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif.

b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan ber-
sama atau kehidupan publik, bukan mengatur orang per orang atau
golongan. Di sini, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang
dibuat oleh intitusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi
negara.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam
bidang pendidikan. Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Mari O'Neil, (H.A.R.
Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 267) mengemukakan bahwa kebijakan
pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi
negara-bangsa dalam persaingan global.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan di-
pahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dalam
bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan
kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangun-
an negara-bangsa dalam bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan
pembangunan negara-bangsa secara keseluruhan.

3. Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Negara

Banyak kebijakan di berbagai bidang, selain kebijaksanaan pendidik-
an, seperti ekonomi, politik, pertahanan keamanan, pertambangan dan
energi, industri, agama, budaya, luar negeri, perhubungan, dan sebagainya.
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Dengan demikian, kebijaksanaan pendidikan merupakan subsistem dari
kebijaksanaan negara secara keseluruhan.

Sistem Politik dan Kebijakan Pendidikan

Sistem politik dapat diartikan sebagai kumpulan pendapat prinsip
yang membentuk suatu kesatuan, yang berhubungan satu sama lain untuk
mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan ke-
kuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu dengan individu,
kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau negara
dengan negara.

Sistem politik senantiasa berkaitan dengan kebijakan yang dibuat
oleh negara, termasuk kebijakan pendidikan. Kaitan tersebut dapat dilihat
pada saat kebijakan dirumuskan, dilegitimasikan, dikhalayakkan, dikomuni-
kasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi (Imron, 1996: 20-25).

@ Konsep Kebijakan Pendidikan

1. Batasan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan penggabungan
dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturannya,
sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian,
kebijakan pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah
dalam bidang pendidikan.

Carter V. Good (Ali Imron, 1996: 8) mendefinisikan kebijakan pen-
didikan sebagai berikut.

... Educational policy judgement, derived from some system of
values and some assesment of situational factors, operating within
instituationalized education as a general plan for guiding decision
regarding means of attaining desired educational objectives ...” (Suatu
pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa
penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; per-
timbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan
pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut
merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman
untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga
dapat tercapai) (Imron, 1996: 18).
|
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Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil pe-
rumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan
misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkaan tercapainya tujuan
pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu (H.A.R.
Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140).

2. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan, menurut Ali Imron (1995: 20) memiliki karak-
teristik berikut.

a.  Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memiliki
tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontri-
busi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi
syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di
sebuah wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di
wilayah tersebut.

¢.  Memiliki konsep operasional; kebijakan pendidikan sebagai panduan
yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar
dapat diimplementasikan. Adapun konsep operasional dalam bidang
pendidikan adalah sebagai berikut.

1)  Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli bidang
pendidikan sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada
pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator
pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi
yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur mini-
mal pembuat kebijakan pendidikan.
2)  Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan memerlukan
evaluasi untuk ditindaklanjuti. Jika baik, kebijakan tersebut di-
pertahankan atau dikembangkan. Jika mengandung kesalahan,
kebijakan tersebut harus dapat diperbaiki.

3)  Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas,
menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika
tersebut dituntut memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi
agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif,
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dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau
saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan
dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan
kecacatan hukum secara internal. Secara eksternal, kebijakan
pendidikan harus selaras dengan kebijakan lainnya, seperti ke-
bijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan
di atasnya, di samping, dan di bawahnya (Ali Imron, 1995: 20).

3. Dasardan Tujuan Kebijakan Pendidikan

a. Dasar Kebijakan Pendidikan

Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain
sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan
proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang
bebas (H.A.R.Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140).

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b.  Tujuan Kebijakan Pendidikan

Untuk menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pen-
didikan, perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan,
yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat; (2) tujuan
kebijakan dilihat dari tingkatan politisi; (3) tujuan kebijakan dilihat dari
tingkatan ekonomi.

1)  Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat, dapat ditelusuri
dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan pada awalnya
merupakan proses penyempurnaan harkat dan martabat manusia yang
diupayakan secara terus-menerus.

Di mana pun proses pendidikan terjadi, pendidikan mempunyai nilai-
nilai yang dalam karena jika berbicara pendidikan pada hakikatnya mem-
bicarakan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan (Yoyon Bahtiar
Irianto, 2009: 30).

2)  Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari
sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan
sosial yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individual, pendidikan mem-
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bantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan ke-
warganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan
bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti
hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demo-
kratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran
dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan
dengan yang kurang berpendidikan.

Pada masyarakat pluralistik, tujuan pendidikan yang lebih praktis
masih sangat bervariasi sehingga tidak ada kesamaan bahasa dan termi-
nologi terhadap tujuan-tujuan kebijakan pendidikan tidak kunjung selesai.
Orangtua, masyarakat, dan pemerintah mempunyai tangung jawab dalam
pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, ketika kebijakan penyelenggaraan
pendidikan menjadi otoritas pemerintah pusat, praktik manajemen pen-
didikan pada level pusat, regional, lokal, dan kelembagaan pun menjadi
sarana pencapaian tujuan politik yang diarahkan pada reproduksi ideologi
kelompok masyarakat yang dominan.

3)  Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari
kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yang
menurut Yoyon Bahtiar (2009: 31) dengan alasan berikut.

a) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, bukan sekadar
pertumbuhan ekonomi. Pada praksis-praksis manajemen pendidikan
modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-
ekonomis, baik pada tataran individual maupun tataran global. Fungsi
teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk per-
kembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara
umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, tingkat pen-
dapatannya semakin baik. Hal ini karena orang yang berpendidikan
lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.

b) Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih
tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan
adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk mem-
biayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh
setelah seseorang memasuki dunia kerja. Pilihan investasi pendidikan
juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Dengan
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ISU-ISU KRITIS KEBIJAKAN
PENDIDIKAN: STANDAR
. ASIONAI. PENDIDIKAN

ersoalan mendasar dalam pendidikan pada zaman teknologi dan

informasi sekarang ini dipandang sebagai problem yang sangat

luar biasa sulit di berbagai negara. Sekalipun demikian, negara-
négera yang peduli terhadap masalah ini mengakui bahwa pendidikan
merupakan tugas negara yang mahapenting. Pendidikan merupakan
kunci dalam membangun dan memperbaiki sikap individu dalam meng-
hadapi keadaan dunia yang terancam oleh berbagai potensi bencana yang
mungkin diawali oleh pemanasan global. Tanpa kunci itu, usaha tersebut
akan gagal.

Dalam konteks tersebut, setiap negara terus melakukan peningkatan
pendidikan masing-masing. Misalnya, melakukan perubahan sistem pen-
didikan guna mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang terus-menerus
menuju ke arah lebih baik. Hal ini perlu diupayakan secara serius dan fokus
karena peradaban masyarakat bangsa Indonesia ditentukan oleh cara
pendidikan dijalani oleh masyarakat.

Cara dan sistem pendidikan yang sudah berakar dalam dan bertahan
lama di negeri ini membutuhkan reformasi pendidikan secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, pemerintah mencoba memotong kompas dengan
gagasan untuk menyamaratakan mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi,
upaya ini sering menjadi sasaran kritik dan kecaman karena belum
meratanya taraf kehidupan di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Oleh karena itu,
pemerataan standar pendidikan yang mengacu pada standar nasional harus
dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat di
tiap-tiap wilayah.
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m\. Konsep Isu-isu Kebijakan

1. Pengertian Isu-isu Kebijakan

Isu kebijakan publik sangat penting dibahas untuk membedakan
istilah yang dipahami awam dalam perbincangan sehari-hari, yang sering
diartikan sebagai “kabar burung” Isu dalam sebuah kebijakan memiliki
lingkup luas, yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masya-
rakat. Oleh karena itu, memahami konsep isu sangat membantu para analis
dalam menganalisis kebijakan publik.

Isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang
pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan
ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalah-
an. Isu (issues) dapat diartikan sebagai problema publik yang saling ber-
tentangan (konflik) satu sama lain (controversial public problem).

Dengan demikian, isu kebijakan merupakan produk atau dari adanya
perdebatan, baik tentang rumusan perincian, penjelasan maupun penilaian
atas suatu masalah tertentu.

Dunn (1995) menyatakan bahwa isu kebijakan tidak hanya me-
ngandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan
potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan dan pandangan
mengenai sifat masalahnya. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan
hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi, dan evaluasi
masalah.

Pada sisi lain, Hogwood dan Gunn (1972) menegaskan bahwa isu
bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, me-
lainkan juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecen-
derungan yang dipersepsikan memiliki nilai potensial yang signifikan.

Isu merupakan kebijakan alternatif (alternative policies) atau suatu
proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau
kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu yang dianggap
bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland, 1997).

2. Peringkat Isu-isu Kebijakan

Berdasarkan peringkatnya, menurut Dunn (1995), isu kebijakan publik,
secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar.
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a IsuUtama

Isu utama (major issues) secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah
tertinggi di dalam atau di antara jurisdiksi/wewenang federal, negara
bagian, dan lokal. Isu-isu utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang
misi suatu instansi, yaitu pertanyaan tentang sifat dan tujuan organisasi
pemerintah. Isu seperti apakah kementerian pendidikan dan pelayanan
masyarakat harus berusaha menghilangkan kondisi yang menimbulkan
kemiskinan adalah pertanyaan mengenai misi lembaga.

b.  IsuSekunder

Isu sekunder (secondary issues) adalah isu yang terletak pada tingkat
instansi pelaksana program di pemerintahan federal, negara bagian, dan
lokal. Isu ini dapat berisi isu prioritas program dan definisi kelompok
sasaran dan penerima dampak. Isu mengenai cara mendefinisikan
kemiskinan keluarga adalah isu yang kedua.

¢. IsuFungsional

Isu fungsional (functional issues) terletak di antara tingkat program
dan proyek, serta memasukkan pertanyaan yang mengacu pada masalah
anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya.

d IsuMinor

Isu minor (minor issues) adalah isu yang ditemukan paling sering
pada tingkat proyek yang spesifik. Isu minor meliputi personal, staf,
keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan
serta peraturan.

3. Pentingnya Isu Kebijakan untuk Dicermati

a. Alasan Isu Kebijakan Penting untuk Dicermati
Menurut Wahab (2001), isi kebijakan mencakup hal-hal berikut.

1) Proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazim-
nya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu
masalah atau isu tertentu.

2) Derajat keterbukaan, yaitu tingkat relatif demokratis atau tidaknya
suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari mekanisme
mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada
akhirnya menjadi kebijakan publik.
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Selanjutnya, cara kriteria isu dapat menjadi agenda kebijakan, antara
lain:
1) isu-isu akan menjadi awal dari munculnya masalah-masalah publik
dan apabila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai,
akan masuk dalam agenda kebijakan;

2) suatu isu tidak serta-merta masuk menjadi agenda kebijakan karena
masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas. Isu-isu yang ber-
edar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk
mendapatkan perhatian para elite politik sehingga isu yang diper-
juangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

Jack L. Walker (1982) menyatakan bahwa suatu masalah dapat tampil
menjadi masalah publik, apabila: _
1) isu tersebut mempunyai dampak yang besar pada banyak orang;

2) ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif memerhatikan
masalah tersebut sebagai masalah yang serius;

3) ada pemecahan yang mudah dipahami terhadap masalah yang sedang
diperhatikan.
Sejalan dengan itu, Charles O. Jones (1971) menjelaskan bahwa suatu
isu dapat tampil ke agenda, antara lain:

1) skop dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik (issues)
tersebut dapat dikumpulkan;

2) problem atau isu tersebut dinilai penting;
3) ada kemungkinan masalah tersebut dapat terpecahkan.

Lester dan Steward (Winarno, 2002: 60) menyatakan bahwa isu akan
mendapat perhatian apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1) melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama di-
diamkan;

2) mempunyai sifat partikularis, yaitu isu tersebut menunjukkan dan
mendramatisasi isu yang lebih besar;

3) mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa
karena faktor human interes;

4) mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan, legiti-
masi, dan masyarakat;

5) menjadi tren atau sedang diminati banyak orang.

I\t[uj aran Pendidikan
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b.  Kriteria Pembagian Isu Strategis

Pada sisi lain, Abidin (2004: 107) menambahkan bahwa masalah publik
dapat dibagi ke dalam masalah strategis dan masalah yang tidak strategis
(taktis). Masalah strategis memenuhi syarat-syarat berikut.

1) Luas cakupannya. Artinya, wawasan cakupannya tidak hanya me-
liputi satu sektor atau satu wilayah, tetapi juga meliputi beberapa
sektor/wilayah.

2) Jangka waktunya panjang. Pengertian ini erat hubungannya dengan
tujuan dari perencanaan jangka panjang. Hal ini dapat ditafsirkan
bahwa penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan
dampak yang ditimbulkan mempunyai akibat yang jauh ke depan.

3) Mempunyai keterkaitan yang luas. Substansi permasalahan dan
cara-cara penyelesaiannya menyangkut banyak pihak dalam masya-
rakat.

4)  Mengandung risiko dan keuntungan yang besar. Rugi yang ditimbulkan
atau hasil yang mungkin diperoleh akibat dari penanganan masalah
tersebut cukup besar, baik dalam nilai uang maupun dalam nilai sosial
lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Isu-isu Krisis Kebijakan Pendidikan: Kategori
- \BJ Standar Nasional Pendidikan (SNP)

1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1
ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah “Kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia” Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan
dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Hal
tersebut dilaksanakan agar tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Substansi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada yang
menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi,
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dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak
tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

3. Tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan bukan hanya bertujuan memeratakan
standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, me-
lainkan juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional, dan
global. Karena mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari
negara ASEAN yang lain, peningkatan pada segi pendidikan akan terus
terjadi sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan
negara lain.

@ Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, ada delapan
standar yang menjadi sorotan dalam melaksanaan Standar Nasional
Pendidikan.

1. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk
mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah
dasar hingga sekolah menengah. Dalam standar isi termuat kerangka dasar
dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan,
dan kalender pendidikan/akademik, yang berguna untuk pedoman pe-
laksanan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2, Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan.
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Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik. Hal tersebut sangat membantu dalam per-
kembangan akal dan mental peserta didik.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi
lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang berbeda.
Mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertujuan meletakkan dasar
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, sampai ke
jenjang perguruan tinggi yang bertujuan mempersiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan,
keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengem-
bangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi
kemanusiaan.

4, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik ataupun mental, serta pendidikan dalam
jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik, di
antaranya:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau
sarjana (S1);

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

¢. sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.
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KONSEP ANALISIS
(EBIJAKAN PENDIDIKAN

endidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan

sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam

menjalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti
bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial
budaya. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan bidang-bidang
kehidupan di luar pendidikan perlu dibahas agar terjadi sinergi antara
sistem pendidikan internal dan eksternal. Tantangan eksternal dari sistem
pendidikan merupakan sumber inspirasi yang paling utama dalam me-
lakukan perubahan dan pembaruan sistem pendidikan itu secara internal.
Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-
mata menyangkut cara meningkatkan pendidikan secara internal, tetapi
juga cara meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang
kehidupan lain.

Tuntutan yang paling mendesak dalam memacu pembangunan pen-
didikan yang bermutu dan relevan adalah peningkatan kemampuan dalam
melakukan analisis kebijakan. Oleh karena itu, para analis kebijakan dalam
bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik-teknik
penelitian dan pengembangan, tetapi juga dituntut untuk menguasai
isu-isu pendidikan yang relevan, baik isu pendidikan secara internal
maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral. Isu-isu
pendidikan secara internal meliputi sistem pendidikan berikut komponen-
komponennya yang integral, seperti isu “pemerataan dan perluasan akses
pendidikan, isu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta
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isu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraaan publik”. Tiga isu
tersebut menjadi isu utama sistem pendidikan saat ini dalam strategi
pengembangan sistem pendidikan 2005-2009 (Diknas, 2006: 9).

Adapun isu pendidikan secara eksternal yang perlu terus dikaji oleh
para analis kebijakan, menyangkut keterkaitan intergral antara pendidikan
dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan dalam ber-
bagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ketenagakerjaan,
dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penguasaan terhadap isu-isu
pendidikan, baik secara internal maupun eksternal, perlu dibentuk oleh
suatu kelompok analis kebijakan pendidikan yang memiliki latar belakang
pendidikan secara interdisipliner. Penguasaan teknologi dalam penelitian
dan pengembangan serta isu-isu kebijakan pendidikan tersebut harus
merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Hal itu dilakukan
untuk melahirkan berbagai gagasan yang berguna dalam membangun
sistem pendidikan yang efisien, bermutu, dan relevan dengan tuntutan
masyarakat dalam berbagai bidang.

b = |\
Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan

1.  Definisi Andlisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan prosedur berpikir yang sudah lama
dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae
(Suryadi dan Tilaar, 1994: 40), analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial
terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan
fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam
-upaya memecahkan masalah publik.

Lebih lanjut, Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan
adalah cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia
terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan.

Adapun menurut Dunn (Suryadi dan Tilaar, 1994: 42) analisis kebijakan
adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode
inkuiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendaya-
gunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan
keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah
kebijakan. :
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Menurut Patton dan Sawicki (1986), analisis kebijakan adalah rangkaian
proses dalam menghasilkan kebijakan.

Menurut MacRae (1976), analisis kebijakan sebagai suatu disiplin
ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan
menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan
pemikiran untuk memecahkan masalah publik.

Menurut Stokey dan Zekhauser (1986), analisis kebijakan adalah suatu
proses nasional dengan menggunakan metode dan teknik yang rasional
pula. Selanjutnya, mempersempit analisis kebijakan hanya untuk para
pembuat keputusan yang rasional sebagai penentu tujuan kebijakan dan
yang menggunakan proses logika dalam menelurusi cara terbaik untuk
mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan keempat definisi di atas, dalam analisis kebijakan terdapat
empat hal berikut.

a. limu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari misi ilmu pengetahu-
an yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.

b. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi merupakan suatu bagi-
an dari kegiatan analisis kebijakan, yaitu pengumpulan, pengolahan,
dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi
para pembuat keputusan.

c. Meriggunakan “metode inkuiri” dan argumentasi berganda, yaitu peng-
gunaan jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan, seperti
metode yang sifatnya deskriptif, preskriptif, kuantitatif, dan kualitatif.
Penggunaan metode tersebut bergantung pada sifat isu kebijakan
yang sedang disoroti.

d. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, yaitu suatu proses pen-
dayagunaan informasi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

2. Batasan Pendekatan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menggunakan dua pendekatan berikut.

a. Pendekatan deskriptif untuk menyajikan informasi apa adanya pada
pengambil keputusan, agar pengambil keputusan memahami per-
masalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan.

b. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil

keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran sehingga
mampu memecahkan suatu kebijakan.
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Dalam analisis kebijakan, ada dua paradigma metodologi yang sering
digunakan, yaitu paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Dalam
praktiknya, paradigma kualitatif yang sering digunakan karena analisis
kebijakan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah
kebijakan sehingga melahirkan gagasan dan pemikiran mengenai peme-
cahannya.

Prosedur analisis kebijakan pendidikan mempertimbangkan tiga hal

berikut.

a.  Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan agenda penelitian, pengembang-
an, dan analisis kebijakan.

b.  Fungsi inquiri, yaitu penemuan yang bersifat integral dari semua
agenda yang telah dilakukan.

c. Fungsi komunikasi dilaksanakan jika analisis kebijakan telah meng-
hasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang realistis.

Adapun isu-isu strategis dalam dunia pendidikan saat ini meliputi tiga
hal, yaitu:
a. pemerataan dan perluasan akses;
b. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
c. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

3. Analisis Kebijakan Pendidikan

Menurut Penelaahan Sektor Pendidikan (PSP, 1986), analisis kebijakan
adalah proses yang dapat menghasilkan informasi teknis sebagai salah satu
masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung
oleh informasi teknis. Informasi teknis merupakan suatu satuan pernyataan
kebenaran induktif yang didukung oleh kebenaran secara empiris sebagai
hasil dari rangkaian analisis data.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan pen-
didikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan,
dengan menggunakan data sebagat salah satu masukan bagi perumusan
beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat
politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.

Analisis kebijakan tidak hanya melakukan analisis terhadap data dan
informasi, tetapi juga memerhatikan seluruh aspek yang menyangkut
proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalah-
nya, pengumpulan iniformasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan,
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sampai penyampaian alternatif terhadap para pembuat keputusan.
Rumusan alternatif kebijakan yang dihasilkan dari proses analisis kebijakan
tidak secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan
kebijakan ini didukung oleh kekuatan otoritas, alternatif kebijakan itu akan
berubah menjadi suatu kebijakan. Dengan demikian, prosedur yang dapat
menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional. Adapun
terjadinya kebijakan itu merupakan proses politik.

Sebagian analisis kebijakan bersifat deskriptif. Oleh karena itu, analisis
kebijakan bersandar pada ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan tingkah laku
(behavior) yang berfungsi untuk membuat dan membenarkan klaim tentang
penyebab dan akibat dari suatu kebijakan. Akan tetapi, analisis kebijakan
juga berpijak pada norma. Hal itu didukung oleh etika dan cabang sosial
lainnya, serta filosofi politik. Norma tersebut berfungsi untuk mengevaluasi
dan membenarkan klaim tentang moral dan kegunaan yang diharapkan.
Perlu adanya aspek pengaruh analisis kebijakan yang berdasarkan norma
karena relevansi kebijakan dengan pengetahuan dan mempertimbangkan
akibat dan prosesnya berlandaskan etika. Dalam analisis kebijakan, pilihan
akhir dan pemaknaan memerlukan usaha berkelanjutan yang memper-
saingkan nilai-nilai, efisiensi, keamanan, dan kebebasan, serta demokrasi
(Fattah, 2013:6).

m Teori, Metode, dan Pendekatan Analisis Kebijakan
Pendidikan

Kebijakan pendidikan pada dasarnya menyangkut penanganan
masalah-masalah publik tentang pendidikan atau masalah yang menjadi
kepentingan umum, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. First (1992)
mengemukakan bahwa kebijakan adalah satu visi yang memandu untuk
pergi dan panduan untuk mencapainya.

Dalam pengembangan dan perumusan kebijakan pendidikan diperlu-
kan suatu analisis kebijakan. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis
kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam
proses pembuatan kebijakan.

1. Teori Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dapat mengkaji sebab-akibat, dan
kinerja kebijakan serta program publik. First (1992) menyebutkan bahwa
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analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu prosedur menemukan,
mengantisipasi, mengeksplorasi, membandingkan, dan mengartikulasi-
kan alternatif yang tersedia untuk mencapai sasaran pendidikan. Dengan
demikian, satu kebijakan pendidikan merupakan alternatif pilihan terbaik,
paling tepat di antara sekian banyak alternatif yang ditemukan.

Patton dan Sawick (1986) mengemukakan enam langkah analisis
kebijakan pendidikan, yaitu:
a. memverifikasi, membatasi, dan memerinci masalah pendidikan;
memantapkan kriteria evaluasi pendidikan;
mengidentifikasi alternatif kébijakan pendidikan;
mengevaluasi alternatif kebijakan pendidikan;
memilih alternatif pilihan di antara alternatif-alternatif kebijakan pen-
didikan; _
f.  memantau hasil (outcome) kebijakan pendidikan.

mon o

2. Metode dan Teknik Analisis Kebijakan Pendidikan

Metode dan teknik analisis kebijakan didasarkan pada tahap-tahap
proses pembuatan kebijakan yang oleh Dunn (2000) diuraikan secara
terperinci sebagai berikut.

a. Merumuskan Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan yang
tidak terealisasi, tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Perumusan
masalah terdiri atas beberapa fase yang saling bergantung, yaitu pencarian
masalah, pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah.

b.  Meramalkan Kebijakan Masa Depan

Ada tiga bentuk peramalan, yaitu sebagai berikut: (a) proyeksi adalah
peramalan didasarkan pada eksplorasi atas kecenderungan masa lalu atau-
pun masa kini ke masa depan; (b) prediksi adalah ramalan yang didasarkan
atas asumsi teoretis; (c) perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada
penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat
masa depan.

¢. Merekomendasikan Aksi-aksi Kebijakan

Tahap rekomendasi adalah proses analisis kebijakan, memungkinkan
analisis kebijakan menghasilkan informasi tentang serangkaian kemungkin-
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an tindakan untuk memecahkan masalah yang berdampak bagi masyarakat
seluruhnya. Rekomendasi merupakan kebijakan pada masa depan yang
akan menghasilkan keluaran yang bernilai dari setiap alternatif kebijakan.

d. Memantau Hasil Kebijakan

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang sebab-
akibat dari kebijakan. Pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas
tentang cara pelaksanaan kebijakan dan hasil serta dampaknya.

e. Mengevaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang valid me-
ngenai kinerja kebijakan serta memberikan sumbangan pada klarifikasi
dan kontak terhadap nilai-nilai yang mendasar tentang pemilihan tujuan
dan target.

3. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijak-
an pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif
dan pendekatan normatif (Suryadi dan Tilaar, 1994:46).

Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan
oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni
maupun terapan). Selanjutnya, Suryadi dan Tilaar mengutip pendapat Cohn
bahwa pendekatan deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan
dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan yang menyajikan suatu state of the
art atau keadaan apa adanya yang sedang diteliti dan perlu diketahui oleh
pengguna. Tujuan pendekatan deskriptif adalah mengemukakan penafsiran
yang benar secara ilmiah mengenai gejala kemasyarakatan agar diperoleh
kesepakatan umum mengenai suatu pgrmasalahan yang sedang disoroti.

Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan perspektif
merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu
norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pengguna dalam
rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu
mempermudah para pengguna hasil penelitian dalam menentukan atau
memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling
efisien dalam menangani atau memecahkan masalah.

Analisis kebijakan pendidikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial
terapan juga menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif.
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Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa
adanya pada pengambil keputusan. Tujuan pendekatan deskriptif dalam
analisis kebijakan pendidikan agar para pengambil keputusan memahami
permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Pendekatan
normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam
bentuk pemikiran-pemikiran mengenai cara atau prosedur yang paling
efisien dalam memecahkan suatu masalah kebijakan pendidikan.

Pendekatan deskriptif dan normatif hanya merupakan sebagian dari
proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Para ahli seperti Patton
dan Sawacki, 1986; Stokey dan Zekhouser, 1985 menyatakan bahwa analisis
kebijakan hanya meliputi dimensi rasional. Dunn (1981) berpendapat
bahwa analisis kebijakan meliputi seluruh dimensi rasional ataupun politik
(Suryadi dan Tilaar, 1994: 48). Sepanjang analisis kebijakan menggunakan
pendekatan normatif, keseluruhan aspek yang berkaitan dengan peng-
ambilan keputusan merupakan subjek yang perlu dipelajari dalam analisis
kebijakan. Suatu masalah kebijakan publik, seperti pendidikan dapat
dipandang secara multidisipliner, baik secara politik, ekonomi maupun
sosial budaya. Oleh karena itu, proses politik dari analisis kebijakan me-
rupakan proses yang diteliti dalam analisis kebijakan pendidikan.

Paradigma Metodologis Analisis Kebijakan Pen-
didikan

Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan dalam dua
tipologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suryadi dan
Tilaar (1994: 48), pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat
kualitatif karena analisis kebijakan pada dasarnya merupakan proses pe-
mahaman terhadap masalah kebijakan sehingga melahirkan suatu gagasan
dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan
bersifat kualitatif karena proses pemahaman analisis kebijakan penuh
dengan pemikiran yang bersifat kualitatif.

Oleh karena itu, walaupun terdapat perbedaan antara metodologi
kuantitatif dan kualitatif dalam analisis kebijakan pendidikan, dalam ke-
nyataannya kedua metodologi analisis kebijakan tersebut sering digunakan.

Perbedaan dalam metodologi kualitatif dan kuantitatif terjadi hanya
dalam teknik penelitian atau analisis dalam kebijakan. Artinya, beberapa
masalah kebijakan pendidikan dapat dipahami metodologi kuantitatif,
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khususnya masalah-masalah yang bersifat makro dan umum. Akan tetapi,
beberapa masalah kebijakan lainnya tidak dapat dipahami hanya dengan
menggunakan metodologi kuantitatif karena sifatnya terlalu khusus dan
unik. Dalam keadaan demikian, metodologi kualitatif dapat dilakukan
dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan pendidikan secara
kasus per kasus karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang
dilakukan secara kasus per kasus pula.

i Prosedur Analisis Kebijakan Pendidikan

Pembahasan tentang metodologi dalam analisis kebijakan pendidikan
tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai substansi pendidik-
annya.

Prosedur kerja atau metodologis analisis kebijakan pendidikan,
menurut Suryadi dan Tilaar (1994: 55) dikelompokkan dalam tiga kategori
besar, yaitu fungsi alokasi, fungsi inkuiri, dan fungsi komunikasi. Ketiga fungsi
tersebut merupakan perangkat yang lengkap sehingga analisis kebijakan
tidak akan dapat mencapai sasaran jika salah satu fungsi atau lebih tidak
dilakukan. Substansi ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. FungsiAlokasi

Fungsi alokasi menekankan fungsi analisis kebijakan dalam penentuan
agenda analisis kebijakan (agenda setting mechanism). Fungsi alokasi
sebagai salah satu fungsi penting yang perlu diterapkan dalam kegiatan
analisis kebijakan adalah mengalokasikan agenda penelitian, pengem-
bangan, dan analisis kebijakan yang didasarkan pada kajian terhadap isu-
isu kebijakan pendidikan dalam tingkatan yang lebih makro dan strategis.
Untuk melaksanakan fungsi penting ini, analisis kebijakan harus mampu
melibatkan dari dalam, atau mempelajari tentang sistem dan proses pem-
buatan kebijakan negara, baik dalam tingkatan suprastruktur (politis)
maupun dalam tingkat sektoral (teknis).

Kajian makro tidak akan terlepas dari sistem-sistem lain yang me-
nyangkut sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankamnas.
Kajian makro merupakan analisis hubungan timbal balik antara sistem
pendidikan dengan sistem yang lebih besar. Agar pendidikan memiliki
kesesuaian dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat, perlu diciptakan
suatu keadaan agar sistem pendidikan dapat berkembang secara seimbang
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dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar sistem lingkung-
annya. ’

Berdasarkan perkembangan tersebut, kajian interdisipliner perlu di-
lakukan dengan jalan memetakan isu-isu kebijakan pendidikan berdasarkan
tuntutan dari berbagai bidang kehidupan di luar sistem pendidikan.
Langkah selanjutnya, dialog kebijakan (policy dialog) mengenai isu-isu yang
telah teruji secara rasional empiris antara analisis kebijakan dengan pihak
pembuat kebijakan.

Dialog tersebut dimaksudkan agar diperoleh maksud mengenai urut-
an prioritas berdasarkan pandangan para pembuat keputusan. Artinya,
mempertemukan hasil penelitian dan pandangan dengan para pembuat
keputusan mengenai isu kebijakan yang sedang atau diperkirakan akan
dihadapi. Dalam menentukan agenda penelitian yang tepat guna dan
waktu, analisis kebijakan pendidikan harus mampu memilih berbagai isu
kebijakan pendidikan dalam beberapa tingkatan.

Menurut Dunn (1995), ada dua kategori dalam melakukan isu ke-
bijakan, yaitu:

a. kebijakan strategis (strategis decision);

b. kebijakan taktis operasional (operasional tactical).

Dalam proses pembuatan keputusan, isu-isu pendidikan dapat di-
kelompokkan dalam tiga kategori, yaitu “isu strategis-politis, isu teknis, dan
isu operasional” (Suryadi dan Tilaar, 1994:59).

a. Isu strategis-politis bersifat sangat mendasar sehingga memiliki
pengaruh makro dan jangka panjang (seperti RUU tentang sistem
pendidikan). Ruang lingkup isu-isu strategis-politis bersifat nasional
dan lebih dirasakan oleh para pimpinan dan para politikus.

b. Isu teknis masih bersifat makro, tetapi lebih berkaitan dengan bentuk-
bentuk penerapannya dalam perencanaan dan pengelolaan suatu
kebijakan yang telah ditetapkan secara sektoral.

¢. Isu operasional berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi
oleh para perencana, pengelola, dan para pengelola program pen-
didikan sehari-hari dalam implementasi suatu kebijakan.

2. FungsiInkuiri

Fungsi inkuiri menekankan pada fungsi analisis kebijakan dalam
dimensi rasional, digunakan dalam rangka menghasilkan informasi teknis
yang berguna sebagai bahan masukan bagi proses pembuatan keputusan
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pendidikan. Fungsi inkuiri juga dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian
agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan sudah
mencapai hasil-hasilnya.

Dalam fungsi inkuiri, setiap topik penelitian yang ada merupakan
komponen-komponen integral dari suatu isu kebijakan yang strategis-
politis sehingga hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga akan
tersusun secara terorganisasi sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang
sedang disoroti.

a.  Kajian Metodologi dan Substansi

Dalam melaksanakan fungsi inkuiri, menurut Suryadi dan Tilaar (1994:

60), kegiatan analisis kebijakan pendidikan melaksanakan kajian yang

bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Kajian tersebut dapat berbentuk kajian metodologi dan kajian substansi,

yang antara lain:

1) kajian metodologi untuk memberi umpan balik bagi para peneliti
agar mencapai penyempurnaan metodologi pada kemudian hari;

2) kajian substansi untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok
jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar
diperoleh usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-
isu kebijakan pendidikan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya.

b.  Argumentasi Kebijakan

Kajian substansi dimaksudkan untuk menguji suatu gagasan realistis
atau tidak. Usulan kebijakan diuji kemungkinan penerapannya berdasar-
kan analisis ekonomi, politik, sosiologis, dan administratif sehingga setiap
gagasan pembaharuan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi objektif
yang ada.

1)  Analisis ekonomi untuk melihat suatu gagasan kebijakan dapat di-
terapkan atau tidak, terutama jika dihubungkan dengan dukungan
anggaran yang tersedia dan kemungkinan kenaikan anggaran pen-
dapatan negara masa depan.

2)  Analisis politis untuk menguji suatu gagasan kebijakan memiliki
dukungan secara politis atau tidak (seperti RUU tentang Sistem
Pendidikan Nasional). ‘

3)  Analisis sosiokultural untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan
suatu kebijakan pendidikan dapat diterapkan dan pengaruhnya ter-
hadap kehidupan budaya dan bermasyarakat.
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4)  Analisis administratif merupakan suatu cara untuk menguji usulan
gagasan kebijakan berdasarkan pertimbangan bahwa gagasan ter-
sebut dapat dijabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional.

3. Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi menekankan cara-cara atau prosedur yang efisien
dalam rangka memasarkan hasil-hasil kebijakan pendidikan sehingga
memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan.

Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah
menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang realistis.
Tugas analis kebijakan adalah menyampaikan alternatif atau gagasan
kebijakan kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh umpan
balik mengenai keabsahan gagasan-gagasan yang diusulkan. Pihak-pihak
tersebut terdiri atas pembuat keputusan, para perencana, para pengelola,
para peneliti, dan pemikir, para pelaksana, serta masyarakat luas.

@ Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan

1. Kebﬁakan Pembangunan Pendidikan Nasional

Istilah kebijakan (policy) sering dicampuradukkan dengan istilah
kebijaksanaan (wisdom). Padahal, kedua istilah ini mempunyai makna yang
sangat jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan
adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan merupakan
hasil pertimbangan akal manusia. Sekalipun demikian, akal manusia
merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari
berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Adapun suatu kebijaksanaan lebih menekankan pada faktor-faktor
emosional dan irasional. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suatu
kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Mungkin faktor-
faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan
intuisi.

2. Fungsi Pendidikan Nasional

Fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang ber-
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martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mewujudkan fungsi pendidikan
nasional adalah sebagai berikut.

a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan men-
junjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan
kemajemukan bangsa.

b. Satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna,
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pember-
dayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

c.  Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

d. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi
segenap warga masyarakat.

e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua kom-
ponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan (Depdiknas, 2007: 8).

3. DasarKebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

Dasar kebijakan pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai
berikut.

a. Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, dan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

b. Visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional: terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang men-
jadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif men-
jawab tantangan zaman yang selalu berubah.

¢.  Misi pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misi pendidikan
nasional adalah:

1) mengupayakan perluasan dan perataan kesempatan memper-
oleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
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2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam
rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan
untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang ber-
moral;

4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar
nasional dan global;

5) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyeleng-
garaan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks
Negara Kesatuan Rl (Depdiknas, 2007: 12).

d. Tata nilai departemen pendidikan nasional. Tata nilai merupakan hal
yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh
sebab itu, Depdiknas telah merumuskan tata nilai yang harus dimiliki
dan dilaksanakan dalam setiap melakukan aktivitasnya sesuai dengan
bidang keahliannya. Tata nilai ini dibagi menjadi tiga, yaitu, input values,
process values, dan output values.

1) Nilai-nilai masukan (input values), yaitu nilai-nilai yang dibutuhkar
dalam diri setiap pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai
keunggulan, yang meliputi:

a) amanah;

b) profesional;

¢) antusias dan bermotivasi tinggi;
d) bertanggung jawab dan mandiri;
e) kreatif;

f)  disiplin;

g) peduli dan menghargai orang lain;
h)  belajar sepanjang hayat.

2) Nilai-nilai proses (process values), yaitu nilai-nilai yang harus
diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam rangka men-
capai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yang
meliputi:

a) visioner dan berwawasan;
b) menjadi teladan;
¢) memotivasi;

Kebi jakan Pendid ikan
ﬁ"\ ri I-ifu»_-ofi ke Tmplementasiv



d) mengilhami;

e) memberdayakan;

f)  membudayakan;

g) taat asas;

h)  koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim;
i) akuntabel.

3) Nilai-nilai keluaran (output values), yaitu nilai-nilai yang diper-
hatikan oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, donatur, dunia
pendidikan, dan masyarakat lainnya), yang meliputi:

a) produktif;
b) gandrung mutu tinggi;
) dapat dipercaya;

C

d) responsif dan aspiratif;

e) antisipatif dan inovatif;

f)  demokratif, berkeadilan, dan inklusif.

4. Pilar Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional

Ada tiga pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional,
yaitu sebagai berikut.

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

Salah satu tugas pokok rencana strategis Depdiknas adalah peme-
rataan dan perluasan akses pendidikan. Tugas pokok tersebut diarahkan
untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan
kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan
masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi
tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual maupun kondisi fisik.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilaku-
kan melalui penguatan program-program berikut.

1)  Pendanaan biaya opersai Wajar Diknas 9 tahun.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar. Penyediaan
sarana/prasarana SD/MI sederajat mencakup penambahan sarana
dengan membangun sekolah baru dan ruang kelas baru, untuk
pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/
prasarana yang rusak.

3) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Rekrutmen tersebut
dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kuali-
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fikasi guru profesional di berbagai jenjang pendidikan, pemerataan
penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender.

Perluasan pendidikan wajar pada jalur nonformal; termasuk kebijakan
strategis untuk mendukung program wajar. Kegiatan ini diharapkan
dapat meningkatkan angka partisipasi Dikdas melalui program Paket
A dan Paket B.

Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun;
merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh
pendidikan bagi penduduk buta aksara.

Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif.

Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar Dikdas
yang memerlukan layanan khusus.

Perluasan akses PAUD.

Pendidikan kecakapan hidup.

Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu.
Perluasan akses perguruan tinggi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pem-
belajaran jarak jauh.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/
SM terpadu, SLB, dan PT.

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pada masa depan di-

harapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia
dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial
dan budaya.

Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pen-

didikan dilakukan melalui penguatan program-program berikut.

1)

2)

3)
4)

Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran badan
SNP.

Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan meng-
acu pada SNP.

Survei benchmarking mutu pendidikan terhadap standar internasional.

Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF,
dan BAN-PT.

Pengembangan guru sebagai profesi.
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6) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
nonformal.

7) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

8) Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana.

9) Perluasan pendidikan kecakapan hidup.

10) Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/
kota.

11) Pengembangan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi/
kabupaten/kota.

12) Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia
atau 500 besar dunia.

13) Akselerasi jumlah program studi kejuruan, fokasi, dan profesi.

14) Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI.

15) Penindkatan kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan maha-
siswa.

16) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

¢.  Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan
sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif,
efisien, dan akuntabel. Kebijakan dalam tata kelola, akuntabilitas, dan
pencitraan publik pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan
sebagai berikut.

1)  Peningkatan sistem pengendali internal berkoordinasi dengan BPKP
dan BPK.

2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat inspektorat jenderal.

3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan peng-
anggaran.

4)  Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat.
5) Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

6) Penataan regulasi pengelolaan pendidikan dan penegakan hukum di
bidang pendidikan.

7)  Peningkatan citra dan layanan publik.

8) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan.

9) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004.

10) Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh inspektorat jenderal.
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11) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksa oleh ljen, BPKP, dan BPK.

12) Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP,
dan BPK.

13) Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi.

5. Analisis Kebijakan dalam Bidang Pendidikan Nasional

Beberapa contoh analisis kebijakan dalam bidang pendidikan nasional
yang telah dirumuskan dalam rencana strategis pembangunan bidang
pendidikan nasional tahun 2005-2009 dan tahun 2010-2025. Kebijakan
strategis pengembangan bidang pendidikan nasional 2005-2009 dengan
tema “Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi” Tema ini melahirkan tiga
kebijakan utama dalam pengembangan pendidikan nasional, yaitu
(a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (b) peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing; (c) penguatan pengelolaan, akuntabilitas, dan
pencitraan publik (Depdiknas, 2006: 9). Ketiga analisis kebijakan utama
tersebut, antara lain sebagai berikut.

a.  Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini (usia 0-6 tahun), baik
laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan ber-
kembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan sesuai
tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. Pendidikan anak usia
dini (PAUD) juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti
jenjang pendidikan sekolah dasar.

Secara lebih spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses
dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal, antara lain sebagai
berikut.

1) Taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), dan bentuk lain yang
sederajat, serta jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok
bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang
sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2) PAUD bertujuan menjaga dan memerhatikan kelangsungan hidup
serta memfasilitasi tumbuh berkembang anak usia dini melalui
pengasuhan, stimulasi pendidikan, stimulasi kecerdasan, serta layanan
gizi dan kesehatan dalam rangka meningkatkan perkembangan
kecerdasan jamak.
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3) Pemerataan dan perluasan akses akan diupayakan bersama-sama oleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah lebih berkonsentrasi
pada pendidikan formal TK/RA serta mendorong peran serta swasta
dan masyarakat untuk melakukan perluasan PAUD nonformal (KB, TPA).
Perluasan oleh pemerintah dilakukan dengan mendirikan model-
model atau rintisan penyelenggaraan PAUD yang disesuaikan dengan
kondisi daerah/wilayah. Pada tahun 2009, pemerintah menargetkan
APK TK/RA mencapai 40%, sedangkan APK PAUD nonformal usia 2-4
tahun 35% atau sekitar 4,3 juta orang. Perluasan akses PAUD akan
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut.

Penyediaan sarana/prasarana PAUD oleh pemerintah dilaksana-
kan dengan pembangunan USB TK, dan mengembangkan model atau
rintisan penyelenggaraan PAUD yang sesuai dengan kondisi lokal.

Target yang akan dicapai lembaga PAUD formal pada tahun
2009 sekurang-kurangnya satu TK, termasuk TK Pembina di setiap
kecamatan. Adapun target lembaga PAUD nonformal, sekurang-
kurangnya satu PAUD (taman penitipan anak atau kelompok bermain
atau satuan PAUD sejenis) di setiap desa.

Penyediaan biaya operasional pendidikan diberikan dalam
bentuk subsidi kepada penyelenggara PAUD, baik negeri maupun
swasta, terutama di lembaga yang sebagian besar peserta didiknya
berasal dari keluarga miskin. Target yang ingin dicapai pada tahun
2009 adalah lebih dari 50% lembaga PAUD yang siswanya berasal dari
keluarga miskin dapat dibiayai oleh pemerintah.

Selain itu, mendorong peran serta masyarakat untuk menumbuh-
kan minat masyarakat (demand side) dalam menyelenggarakan
lembaga PAUD, termasuk bekerja sama dengan berbagai organisasi
masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi lain, serta PT melalui
subsidi imbal swadaya, kemudahan perizinan, dan bantuan fasilitas.

Pengembangan TK-SD Satu Atap; bagi SD yang memiliki fasilitas
mencukupi didorong untuk membuka lembaga TK yang terintegrasi
dengan SD (TK-SD Satu Atap) melalui subsidi pembiayaan secara
kompetitif.

4)  Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing PAUD akan dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan berikut.

Pengembangan menu generik pembelajaran dan penilaian
merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan kurikulum,
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m Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik

Mengaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan
dengan ilmu administrasi pendidikan selalu berbicara tentang administrasi
pendidikan secara makro.

Secara prinsip, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu
administrasi dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari applied
sciences, terutama di bidang pendidikan, baik di sekolah maupun di luar
sekolah. Hal itu dikarenakan beberapa alasan berikut.

1. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ilmu administrasi pendidikan tidak
berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep administrasi
pada umumnya. Demikian pula, fungsi-fungsi administrasi pendidikan
juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan administrasi dan
manajemen.

2. Penerapan administrasi dalam bidang pendidikan diarahkan pada
usaha untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan,
sedangkan fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya
sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen.

3. Administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan
aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidik-
an yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan,
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seperti yang dilakukan dalam kegiatan administrasi pendidikan pada
level nasional (makro) ataupun level regional (meso).

Dengan demikian, aspek pendidikan yang merupakan kajian adminis-
trasi pendidikan juga merupakan public goods, bukan private goods. Dalam
konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik),
dan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan
pengajaran (Pasal 31 UUD 1945). Pendidikan juga merupakan kewajiban
pemerintah untuk melaksanakannya, terutama peranan mendasar me-
nyediakan kesempatan belajar.

Karena pendidikan merupakan public goods, sudah semestinya kajian
kebijakan pendidikan masuk dalam dimensi kajian administrasi pendidikan
yang multidisipliner.

=

{BJ Formulasi Kebijakan Pendidikan

1. Aktivitas Formulasi Kebijakan Pendidilcan

Aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar-
peserta perumusan kebijakan pendidikan, baik formal maupun tidak
formal. Perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung pada seberapa
besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam
memformulasikan kebijakan.

Rumusan kebijakan pendidikan yang baik harus memenuhi kriteria
berikut. Pertama, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekkan
keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua,
rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan ketika menghadapi
masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti bahwa
waktu, biaya, dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak hanya
dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi.

2. Unsur-unsur yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan Pen-
didikan
a. Lingkungan Kebijakan Pendidikan

Lingkungan kebijakan pendidikan adalah segala hal yang berada di
luar kebijakan pendidikan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap ke-
bijakan pendidikan. Pengaruh tersebut dapat besar, kecil, langsung, tidak
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langsung, laten, dan jelas. Dengan demikian, lingkungan kebijakan pen-
didikan dapat diartikan sebagai hal yang berada di luar kebijakan pen-
didikan, tetapi mempunyai pengaruh besar dalam dunia pendidikan.

Lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda
oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Supandi (1988) menyatakan,
lingkungan kebijakan pendidikan meliputi kondisi sumber alam, iklim,
tipografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomi.
Lingkungan yang dianggap paling berpengaruh terhadap kebijakan
tersebut adalah budaya politik.

b.  Kondisi Sumber Alam

Kondisi sumber alam dapat berpengaruh terhadap kebijakan ling-
kungan pendidikan karena kebijakan pendidikan tidak terlepas dari ada-
tidaknya, cukup-tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber alam yang
menjadi penopangnya. Di negara yang kondisi alamnya subur, yang ma-
syarakatnya dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan,
perumusan kebijakannya lebih baik dibandingkan dengan negara yang
langka mengenai sumber-sumber alam.

Keadaan sumber alam yang dapat habis dan dapat diperbarui, tentu
berbeda dengan sumber alam yang tidak akan habis dan tidak akan di-
perbarui. Sebagai penopang dapat tidaknya kebijakan tersebut tentunya
yang nanti dilaksanakan, kondisi sumber alam menduduki tempat stragis. la
akan menentukan sebuah kebijakan pendidikan bergantung pada negara
lain atau tidak.

Seberapa kondisi alam berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan
membutuhkan pembuktian secara empiris. Akan tetapi, karena antara negara
satu dan yang lain kondisi sumber alamnya berbeda, temuan empiris me-
ngenai pengaruh kondisi sumber alam bagi kebijakan pendidikan tentu
yang sifatnya kasus dan tidak begitu mudah digeneralisasikan.

c¢. Iklim

Sebuah negara yang dalam semua iklimnya dapat dipergunakan untuk
bekerja, tentu akan merumuskan kebijakan tanpa banyak pertimbangan
soal iklim. Jika ada perubahan kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim
yang tidak diestiminasi sebelumnya, umumnya bersifat elementer dan
tidak begitu mendasar. Sebaliknya, di negara-negara yang mengenal musim
dingin, yang rakyatnya tidak dapat bekerja sepanjang tahun, perumusan
kebijakan pendidikannya harus memerhatikan faktor iklim ini. Jika tidak,
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kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak akan dapat dilaksanakan
dengan baik.

d.  Demografi

Demografi atau kependudukan adalah faktor yang sangat penting
untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Negara yang
penduduknya banyak akan merumuskan kebijakan pendidikan yang
berbeda dengan negara yang penduduknya sedikit. Negara-negara yang
penduduknya banyak, secara umum berhadapan dengan perumusan
kebijakan pendidikan yang menyentuh persoalan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber
potensial yang dimiliki oleh pemerintahnya dalam usaha memenubhi
kehendak rakyatnya di bidang pendidikan.

Sementara itu, di negara-negara penduduknya sedikit, yang sumber-
sumber potensialnya melimpah, pendidikan yang menjadi tuntutan rakyat-
nya tidak lagi bersentuhan dengan kesempatan memperoleh pendidikan,
melainkan sudah mengarah pada kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, agar tuntutan masyarakat seputar persoalan mutu
pendidikan dapat dipenuhi oleh pemerintah, dirumuskan kebijakan lain,
seperti pembatasan kelahiran. Sebab, penduduk banyak berkonsekuensi
logis bagi disediakannya sarana yang banyak.

e.  Struktur Sosial

Struktur sosial masyarakat berpengaruh terhadap perumusan ke-
bijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Struktur sosial adalah pelapisan
masyarakat dari strata tinggi sampai dengan strata rendah.

Struktur sosial masyarakat dapat terbentuk oleh kesamaan, adat,
daerah, agama, kepercayaan, habit/kebiasaan, keahlian, dan kesamaan
lainnya.

3. Aktor-aktor dan Jaringan dalam Formulasi Kebijakan Pen-
didikan

a. Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan disebut
sebagai aktor perumus kebijakan pendidikan. Sebutan lain bagi aktor
adalah peserta perumusan kebijakan pendidikan. Karena kebijakan
pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan
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teknis), para aktor perumusan kebijakan pendidikan di setiap tingkatan-
tingkatan tersebut berbeda.

Aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan dapat digolongkan
menjadi aktor utama perumusan kebijakan pendidikan dan aktor non-
utama. Aktor utama disebut aktor resmi dan aktor struktural. Sebaliknya,
aktor nonutama disebut aktor tidak resmi dan nonstruktural.

Aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah sebagai
berikut.

1) Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk perundang-undang
dan perumus kebijakan. Para perumus kebijakan tersebut mempunyai
sebutan yang berbeda-beda di tiap-tiap negara. Ada yang disebut par-
lemen, ada yang disebut DPR, MPR.

2)  Eksekutif

Eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Meskipun sebagai pe-
laksana, eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan.

3)  Administrator

Administrator tertinggi di setiap departemen memegang peranan
penting dalam merumuskan kebijakan departemennya karena mereka
lebih tahu tentang hal-hal yang harus dikelola. Administrator depar-
temen tersebut (dalam hal ini adalah menteri) dikenal sebagai pembantu
eksekutif, membidangi masing-masing bidang yang didepartemenrali-
sasikan.

Menteri pendidikan misalnya, mempunyai kewenangan untuk mem-
buat kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan departemennya. Secara
materiel, menteri pendidikan mempunyai kewenangan untuk merumus-
kan, meskipun secara legalitas yang menetapkan adalah jajaran yang
berada di atasnya: legislatif dan eksekutif.

4)  Interest group

Interest group atau kelompok kepentingan adalah kelompok yang
beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Kelom-
pok ini berusaha memengaruhi pengurus kebijakan formal. Mereka
berusaha agar kepentingan kelompoknyardapat terakomodasi dalam
kebijakan yang dirumuskan oleh para perumus formal.
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5)  Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga tempat para elite akademikus
berada. Dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan,
kedudukan perguruan tinggi tidak pernah dikesampingkan. Kedudukan
perguruan tinggi memegang peranan penting, meskipun tidak berada
dalam jajaran peserta perumusan kebijakan formal. Harapan, aspirasi, dan
masukan yang berasal dari masyarakat melalui berbagai saluran, umumnya
dimintakan pendapatnya pada perguruan tinggi.

6) Tokoh perseorangan

Tokoh perseorangan dapat berasal dari berbagai bidang, yaitu agama,
politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan teknologi. Karena kapasitas
pribadinya, tokoh perseorangan dapat memberikan gagasan, pikiran yang
brilian bagi penyusunan kebijakan pendidikan. Oleh karena tokoh per-
seorangan ini umumnya langsung berhubungan dengan para perumus
kebijakan formal, mereka dapat langsung menyampaikan gagasan dan
sumbangan pikirannya.

=~ Permasalahan Agenda dan Pendekatan Kebijakan
Pendidikan

1. Masalah dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan
Menurut Supandi (1988), terdapat beberapa jenis masalah kebijakan

pendidikan, antara lain:

a. masalah prosedural, jika berhubungan dengan cara pemerintah
mengatur dan menjalankan kegiatan pendidikan dan pekerjaannya;

b. masalah substansial, jika berkenaan dan konsekuensi dari kegiatan
pendidikan;

¢. masalah distributif, jika melibatkan sedikit masyarakat dan dapat
ditangani orang per orang;

d. masalah regulatori, jika masalah tersebut menimbulkan hambatan dan
pembatasan terhadap tindakan pendidikan;

e. masalah redistributif apabila berkaitan dengan transfer sumber-
sumber di antara kelompok-kelompok atau kelas masyarakat.
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Tidak semua masalah umum dan “isu-isu” tersebut diperhatikan oleh
perumus kebijakan pendidikan. Tidak jarang masalah-masalah umum dan
isu-isu tersebut hilang tanpa kesan. Meskipun diakui bahwa sebagian dari
masalah dan “isu” tersebut mendapat perhatian. Masalah umum serta “isu-
isu” yang mendapatkan perhatian para perumus kebijakan inilah yang lazim
disebut sebagai a\genda kebijakan.

Masalah dan “isu” tersebut dapat menjadi agenda, jika memenubhi
persyaratan berikut.
a. Mempunyai sifat yang luar biasa. Suatu kejadian yang tidak lazim atau
istimewa dan mempunyai implikasi luas dapat menjadi agenda.
b. Berkenaan dengan kepentingan pengurus.
Diungkapan oleh media massa secara serentak.
Dikemukakan oleh elite akademikus yang mempunyai wawasan luas
dan terkenal objektif.

Ada kalanya suatu masalah atau “isu” yang dari segi kelayakan me-
menuhi persyaratan, tetapi ternyata tidak dapat diagendakan. Padahal,
masalah atau “isu” tersebut sering dikemukakan dan dibahas para peserta
perumus kebijakan, baik peserta perumus kebijakan formal maupun
peserta perumus kebijakan tidak formal.

2. Faktor Penyebab dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab gagal suatu masalah atau “isu”

menjadi agenda kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, antara lain:

a. ada kelompok penekan dan penghambat baik yang bersumber dari
kelompok etnis, sekte maupun kelompok primordial;

b. “isu-isu” yang diagendakan dapat bertentangan dengan tata nilai dan
tata norma yang sedang berlaku atau dijunjung tinggi masyarakat,

c. ‘“jsu-isu” yang diagendakan dapat mengancam kedudukan dan ke-
pentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Secara teoretis, pada tahap implementasi ini, proses perumusan ke-
bijakan pendidikan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi
kebijakan dan program-program yang kemudian diaktifkan.

Dalam praktiknya, pembedaan antartahap perumusan kebijakan dan
tahap implementasi kebijakan sulit dipertahankan karena umpan balik
dari prosedur-prosedur implementasi memerlukan perubahan tertentu
pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Aturan dan
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pedoman yang sudah dirumuskan perlu ditinjau kembali sehingga me-
nyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi
implementasinya.

3. Pendekatan Baru dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan

Pada hakikatnya, tahap formulasi kebijakan pendidikan merupakan
tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam
tahap ini perlu pengkajian secara komprehensif dengan membangun
jenjang aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan, antara lain:

a. aktor publik, privat, dan civil society. Aktor dalam formulasi kebijakan ini
dimaksudkan untuk menghindari monopoli pemerintah dalam proses
kebijakan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan
tidak bersifat politis, tetapi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan
pendidikan;

b. paradigma good governance, administrasi pendidikan menuntut pem-
bangunan jaring dalam proses kebijakan pendidikan. Jejaring dalam
kebijakan ini bukan hanya partisipasi dan kerja sama, melainkan juga
menampung keberadaan konflik, opini elite, pembentukan kelompok
atau subsistem kebijakan yang baru.
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KEBIJAKAN PENDIDIKAN
\y, DALAM PEMBUATAN

.. KEPUTUSAN:PARTISIPASI
MASYARAKAT

untutan pengembangan sumber daya manusia di dunia pen-

didikan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Oleh karena itu,

layanan pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan
tersebut. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki peran tersendiri
terhadap pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan
merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan hasil, dan evaluasi program pembangunan bidang pen-
didikan.

Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu
atau kelompok, spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau
sesaat.

Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembuat-
} an Keputusan Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam
suatu kegiatan, sedangkan masyarakat menurut Aly dan Supatra (Yulianto,
2010) adalah eksistensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.

Menurut Mubyarto (Amransyah, 2012), partisipasi merupakan ke-
sediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan
kemampuan setiap orang, tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.
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Menurut Canter (Amransyah, 2012), partisipasi merupakan feed-
forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisi-
pasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus-menerus
dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi
antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat
pada pihak lain, sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari
kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat Canter, tersirat bahwa masyarakat dapat
memberikan respons positif dalam arti mendukung atau memberikan
masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah,
tetapi dapat juga menolak kebijakan.

Kebijakan pendidikan dibuat dan diimplementasikan untuk me-
mecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Karena masalah-
masalah rakyat harus dipecahkan, dalam pelaksanaannya diperlukan
dukungan dan partisipasi rakyat.

Peran serta rakyat/partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi
peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, peng-
usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain itu, masyarakat dapat
berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil.

2. Kebijakan Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, BAB lll Pasal 4 peran
serta/partisipasi masyarakat dapat berbentuk berikut ini.

a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pen-
didikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis
pendidikan, kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang
pendidikan di jalur pendidikan sekolah.

b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk
melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pem-
bimbingan, dan/atau pelatihan peserta didik.

¢. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu
pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan
pengembangan.

d. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang
belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk
menunjang pendidikan nasional.
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e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf,
hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.

f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk
melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.

g. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan
pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.

h. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja.

i.  Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pen-
didikan dan pengembangan pendidikan nasional.

j.  Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentu-
an kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan.

k. Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan.

l.  Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang
diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

3. Substansi Kebijakan Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat secara lebih tegas disebutkan dalam Keputus-
an Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pen-
didikan dan Komite Sekolah (Hadiyanto, 2004: 86), Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah berperan sebagai:

a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pe-
laksanaan kebijakan pendidikan;

b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pe-
mikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akun-
tabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

d. mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

-- Alasan Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam
\ Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan Pendidikan sebagai Bagian dari Perangkat untuk
Menjalankan Pemerintahan
Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa
pemerintahan dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu,
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kebijakan-kebijakan negaranya termasuk kebijakan pendidikannya
merupakan bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan
di negara tersebut, juga berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu,
partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan bukanlah jargon
baru lagi.

2. Kebijakan Pendidikan Berfungsi untuk Memecahkan Masalah

Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan secara konkret di-
maksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
rakyat dalam bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai
masalahnya, bahkan banyak mengetahui cara memecahkannya. Oleh
karena itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut, memperkukuh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan
oleh pelaksana formal.

3. Partisipasi Masyarakat Merupakan Bagian dari Objek Pem-
bangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu
wujud dari implementasi kebijakan yang diformulasikan. Hal-hal yang
dibangun tidak hanya masalah fisik dan mental, tetapi juga pembangunan
partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat termasuk bagian atau objek
dari pembangunan itu sendiri.

4. Masyarakat sebagai Modal Dasar Pembangunan

Masyarakat yang dipandang sebagai modal dasar pembangunan,
jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan.
Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan negara,
termasuk kebijakan pendidikan adalah manifestasi dari pemanfaatan dan
pendayagunaan modal dasar pembangunan.

5. Kebijakan Dianggap Masyarakat sebagai Miliknya

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak hanya
dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, tetapi juga
dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan
memiliki terhadap kebijakan, masyarakat akan semakin banyak sum-
bangannya dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pen-
didikannya.
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@ Batasan Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Partisipasi adalah suatu terma yang menunjuk pada adanya keikut-
sertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam
kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan
gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan kebijaksanaan
pendidikan.

Dalam sistem pendidikan yang top down, partisipasi masyarakat
dalam kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu di-
permasalahkan. Akan tetapi, pada sistem pemerintahan yang bottom up,
tingginya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, dapat
dijadikan sebagai indikasi sukses tidaknya kebijakan.

2. Tipologi Partisipasi Masyarakat

Muhajirin (Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat dalam
dua tipologinya, yaitu partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif.
a. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan terhadap
implementasi kebijakan.
b. Partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat (Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat
berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya, yaitu sebagai berikut.

a. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus.

b. Partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas
bersama pembangunan.

Miftah Thoha (Imron, 2008) menggolongkan partisipasi masyarakat
sebagai berikut ini.

a. Partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang
dilakukan secara mandiri oleh pelakunya.

b. Partisipasi mobilisasi dan partisipasi seremoni.

3. Landasan Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam me-
laksanakan pendidikan nasional sangat penting mengingat pemerintah
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tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa
dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya dan pembangunan
nasional pada umumnya memegang peranan penting (Yusufhadi Miarso,
2004: 713).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh
masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pendidikan, di antaranya sebagai berikut.

a. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan
bahwa, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keber-
langsungan penyelenggaraan pendidikan”

b. Pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan
bahwa, “Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan’

c. Pasal 9 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, “Masyarakat wajib mem-
beri dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”
(USPN, 2003: 7).

d. Kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berupa ikut
berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh
sekolah/madrasah, yaitu dapat berupa tenaga, ide (pemikiran),
pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat
(1) yang berbunyi, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”
(USPN, 2003: 20).

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa sumber
pendanaan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh pemerintah
(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), tetapi ditanggung oleh
masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan dibiayai secara bersama
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan undang-undang. -

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 ayat (1) dan (2) menyebut-
kan, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendali-
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an mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta se-
bagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan” (USPN, 2003:
23).

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dianalisis bahwa partisi-
pasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah
dapat meliputi perseorangan ataupun kelompok masyarakat guna me-
ningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu, masyarakat
mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu
sebagai sumber daya manusia yang merupakan input pendidikan, dan
sebagai pelaksana pendidikan, serta merupakan pengguna dari output
pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “Masyarakat berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan
dan komite sekolah/madrasah” (USPN, 2003: 111).

Pada pasal tersebut, jelas bahwa masyarakat dapat berpartisipasi
dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai
melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah
melalui organisasi atau wadah, seperti komite sekolah/madrasah dan
dewan pendidikan.

Di samping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, ma-
syarakat juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan
masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah/
madrasah. Kewajiban ini perlu dikomunikasikan secara luas kepada
masyarakat agar dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan semakin besar.

4. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Yusufhadi

Miarso, 2004: 709), ditujukan untuk:

a. terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab
bersama dalam pendidikan;

b. terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak
yang berkepentingan dengan pendidikan;

c. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya
manusia, sumber daya alam (lingkungan), dan sumber daya buatan,
seperti dana, fasilitas, dan peraturan;
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d. meningkatkan kinerja sekolah/madrasah, yang berarti pula me-
ningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan,
keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi
anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana
pendidikan.

5. Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pen-
didikan

Tumbuhnya partisipasi aktif untuk membangun pendidikan yang ber-
mutu dan mandiri merupakan pengimplementasian otonomi pendidikan,
sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mitra kerja
masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada era
otonomi merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan
keberadaan lembaga pendidikan, yang kemudian mendorong menjadi rasa
tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas.

Salah satu wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan dibentuk-
nya komite sekolah/madrasah. Dasar pembentukan organisasi orangtua
adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
yang mengharuskan setiap sekolah/madrasah memiliki wadah atau
organisasi yang beranggotakan orangtua siswa, guru, kepala sekolah/
madrasah sebagai pelaksana teknis. Pada awalnya, organisasi tersebut
dikenal dengan nama Badan Pembina Pembangunan Pelajar (BP3).

Semula sekolah/madrasah lainnya menyebut BMOG (Badan Musya-
warah Orangtua dan Guru). Sejak era reformasi, organisasi tersebut
mengalami perubahan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam
SK Mendiknas Nomor 044/U/2002, yang menegaskan bahwa pengertian
komite sekolah/madrasah adalah “suatu badan atau lembaga mandiri
yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pen-
didikan, baik pada pendidikan pra sekolah/madrasah, jalur pendidikan
Sekolah/madrasah maupun jalur pendidikan luar sekolah/madrasah”
(Zainuddin, 2008: 46).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa komite sekolah/madra-
sah merupakan suatu tempat organisasi yang dapat menampung aspirasi
masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pen-
didikan.
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Tujuan dibentuknya komite sekolah/madrasah sebagai suatu organi-
sasi masyarakat sekolah/madrasah adalah:

a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan;

b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

¢. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan de-
mokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang
bermutu di suatu pendidikan (USPN, 2003: 109).

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, komite sekolah/madrasah mem-
punyai peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, yaitu sebagai berikut.

a.  Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pe-
laksanaan kebijakan pendidikan.

b.  Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikir-
an maupun tenaga dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan
pendidikan.

¢.  Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akun-
tabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

d.  Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat
(legislatif) dengan masyarakat.

Fungsi komite sekolah/madrasah (pada level sekolah/madrasah)
menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 (Hardiyanto, 2004: 88) adalah
sebagai berikut.

a.  Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perseorangan/organisasi/
dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan pe-
nyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat ter-
hadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

€. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
pemerintah daerah/ DRPD mengenai:

1) kebijakan dan program pendidikan;

2)  kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
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IMPLEMENTASI
EBIJAKAN PENDIDIKAN

eningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat

pembangunan dalam memasuki era global. Oleh karena itu, di-

perlukan pendidikan yang mampu membawa manusia lepas
dari berbagai keterbelengguan.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 dan 2, yang menekankan bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1b bahwa setiap peserta didik pada tiap
satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya.

:l\m\ Konsep Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak dapat
diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Dengan demikian,
kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang tersimpan rapi dalam
tumpukan arsip-arsip lainnya.
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1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Grindle (Sudiyono, 2007: 77) menyebutkan bahwa implementasi
kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme pen-
jabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran biro-
krasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa
dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu
yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134), implemen-
tasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan
oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang di-
arahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu
tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasi-
kan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan
untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diantanatkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 137) meng-
awali gagasan teorinya tentang implementasi dengan menyampaikan
enam variabel, yang meliputi:

standar dan tujuan kebijakan;

sumber daya;

komunikasi;

interorganisasi dan aktivitas pengukuhan;
karakteristik agen pelaksana;

-0 o N T o

- kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.

M. Grindle (Arif Rohman, 2009: 134) menambahkan bahwa proses
implementasi mencakup tugas-tugas membentuk suatu ikatan yang me-
mungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari
aktivitas pemerintah.

Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009: 135), yang mendasarkan diri pada
konsepsi aktivitas fungsional berpendapat bahwa implementasi adalah
suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.
Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:

a. pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber
daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar dapat
berjalan;
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b. interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta di-
laksanakan;

c. aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pe-
layanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan
atau perlengkapan program.

Menurut James E. Anderson (Sudiyono, 2007: 81), implementasi
kebijakan mencakup empat aspek, yaitu:
a. personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
b. esensi proses administratif;
c. kepatuhan terhadap kebijakan;
d. pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan cara untuk melaksanakan suatu ke-
bijakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. ProsesImplementasi Kebijakan

Gupta (2001) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan
adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diadopsi (adopted)
atau disahkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan
bersangkutan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan
proses administratif, yang di dalamnya ditemukan banyak proses dan
aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), tetapi
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang
langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua
pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik
yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended/
negative effects).

Hal ini diperkuat oleh pendapat yang diungkap oleh Bardach (Patton
and Sawicki, 1986) dan Steiss and Daneke (Patton and Sawicki, 1986) bahwa
proses kebijakan (implementation process) merupakan seperangkat per-
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mainan dalam banyak aktor yang melakukan manuver tertentu untuk
memperoleh sesuatu yang mereka inginkan.

Masih berkaitan dengan konsep dan pengertian implementasi,
Lineberry (1978) juga menyatakan bahwa proses implementasi memiliki
elemen berikut:

a. pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana;

b. penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard
operating procedures/SOP);

¢.  pengoordinasian berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok
sasaran, pembagian tugas di dalam serta di antara dinas-dinas dan
badan pelaksana;

d. pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan. Komponen proses
implementasi seperti itu secara langsung berkaitan dengan hal-hal
yang dianalisis oleh Mazmanian dan Sabatier (1987). Mereka men-
jelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik harus di-
perhatikan dari sisi kontrol dan koordinasinya secara ketat untuk
mencapai hasil.

Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat di-
evaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir
dari program tersebut dengan tujuan kebijakan.

3. Model Proses Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980)

Merilee S. Grindle: Content of Policy & Context of Implementation (1980),
dalam bukunya yang berjudul Politics and Policy Implementation in The Third
Word (1980), menyatakan bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan
bergantung pada content (isi) dan context-nya, dan tingkat keberhasilan-
nya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya
implementasi yang diperlukan. Sebagaimana dijelaskan pada bagan 7.1
berikut.
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Tujuan
kebijakan

Tujuan yang
ingin dicapai

Melaksanakan kebijakan dipe-
ngaruhi oleh:
1. Isi kebijakan:

a. Kepentingan yang terpe-
ngaruhi oleh kebijakan

b. Tipe manfaat yang akan di-
hasilkan

c Derajat perubahan yang di-
inginkan

d. Letak pengambilan kepu-
tusan

e. Pelaksana program

f. Sumber daya yang dikerah-
kan

2. Konteks implementasi:

a. Kekuasaan, kepentingan,
dan strategi aktor yang
terlibat

b. Karakteristik lembaga dan
penguasaan

c Kepatuhan dan daya tang-

gap

Hasil kebijakan

a. Dampak pada ma-
syarakat, individu,
dan kelompok

b. Perubahan dan pe-
nerimaan oleh ma-
syarakat

Program dan proyek individu yang
didesain dan dibiayai

Program yang
dijalankan seperti
yang direncanakan

Mengukur
keberhasilan

Bagan implementation as a political and administrative process

Sumber: Diadaptasi dari (Merilee S. Grindle, 1980)

Ketiga komponen ini menyebabkan program nasional menghasilkan
variasi outputs dan outcomes yang berbeda di daerah. Ketiga komponen itu,
yaitu sebagai berikut.

1) Contents of policy messages
e ketersediaan dana dan sumber lain untuk melaksanakan
kebijakan;
e  adanya sanksi;
e tingkat kesukaran masalah kebijakan.




2)  Kredibilitas pesan kebijakan
(@ kejelasan pesan kebijakan;
(b) konsistensi kebijakan;
(c) frekuensi pengulangan kebijakan;
(d) penerimaan pesan.

3)  Bentuk kebijakan
(@ partisipasi masyarakat;
(b) tipe kebijakan.

Selain itu, Grindle juga menyatakan bahwa implementasi program
ditentukan oleh konten (isi) program/policy dan konteks implementasinya,
yaitu sebagai berikut.

1) Content of policy (isi kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keber-
hasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang
tidak populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar akan
mendapatkan perlawanan, baik dari kelompok sasaran maupun dari
implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau
merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi
menurut Grindle adalah sebagai berikut.

(a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu
pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan
perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

(b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif pada banyak orang
akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan
dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

(© Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan
tersebut, semakin sulit pula dilaksanakan.

(d) Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan
(baik secara geografis maupun organisatoris), semakin sulit pula implemen-
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tasinya. Kasus ini banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya
melibatkan banyak instansi.

(e) Pelaksana program

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang
dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

(f) Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplemen-
tasikan kebijakan, akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini
berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

2) Context of implementation (konteks implementasi)

Konteks ini juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya.
Seberapa pun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa pun dukungan
kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implemen-
tornya.

Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan-tindakan pe-
laksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah
individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepen-
tingan pribadi yang ingin mereka capai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat kemungkinan
dari pelaksana untuk membelokkan yang sudah ditentukan demi ke-
pentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan
sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan imple-
mentasi menurut Grindle (1980) adalah sebagai berikut.
(a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber, dan pesisi kekuasaan implementor menentukan
tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya.

Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu
program, mereka akan menyusun strategi-untuk memenangkan persaingan
yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati
output-nya.

(b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang
kepentingannya dipengaruhi.
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Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa”
(misalnya, penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat
menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau
lembaga yang menjadi implementor.

b. Model Implementasi Kebijakan Edward Il (1980)

Salah satu penjelasan proses implementasi yang dipandang lebih
sederhana dalam melihat keberkaitan berbagai variabel dan faktor yang
memengaruhi proses implementasi diungkapkan oleh Edward I1l (1980),
yang mengemukakan faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meng-
ajukan pertanyaan:

1) “Pra-kondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?”

2) “Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implemen-
tasi?”

Setelah mengkaji dua pendekatan tersebut, Edwar (1980) menemu-
kan empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat
keberkaitan berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut, antara lain
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur
birokrasi.

Dalam prosesnya, keempat variabel tersebut saling berhubungan dan

saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau
kegagalan implementasi.

;a Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi
sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan bahwa ada
tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam
implementasi kebijakan.

1. Faktor Rumusan Kebijakan

Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh
para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak,
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sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinter-
pretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.

2. Faktor Personel Pelaksana

Faktor yang terletak pada personel pelaksana, yaitu yang menyangkut
tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja,
kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari para pelaku
pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personel pelaksana adalah latar
belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua
itu akan sangat memengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam
menjalankan misi implementasi kebijakan.

3. Faktor Sistem Organisasi Pelaksana

Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu menyang-
kut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model
distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya,
aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan,
model monitoring yang biasa digunakan, serta evaluasi yang dipilih.

Adapun menurut Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007: 90-100),
berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan
secara optimal, yaitu sebagai berikut.

a. Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang
berkaitan dengan perubahan pelaku kelompok sasaran untuk
mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan
atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab akibat. Teori
ini terdiri atas dua bagian, yaitu (1) adanya keberkaitan antara pen-
capaian dengan tolok ukur atau hasil yang diharapkan; (2) khusus
mengenai cara pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh
kelompok sasaran.

b. Undang-undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna
ganda. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat mengkaji ulang produk-
produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan
dan kejelasan, dan keduanya berlaku secara internal ataupun dalam
keseluruhan program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana.

c. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, serta
politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Para
pemimpin dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah, baik
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DINAMIKA KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DI
INDONESIA

emberlakuan otonomi daerah sebagai pertanda terjadinya per-

ubahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan bertolak

dari kesadaran penentu kebijakan, bahwa sektor pendidikan me-
rupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia.
Seiring dengan fenomena krisis yang melanda bangsa ini, tampak bahwa
pendidikan dianggap belum berhasil dalam menyiapkan sumber daya
manusia yang unggul, kompetitif, dan beriman. Oleh karena itu, sangat
tepat jika dilakukan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan,
yang semula bersifat sentralistis menjadi desentralistis.

Desentralisasi pendidikan merupakan alternatif model pemberdayaan
masyarakat. Salah satu implementasi dari desentralisasi pendidikan adalah
peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut menyelenggarakan dan
mengawasi pendidikan. Program yang digulirkan pemerintah untuk
keperluan ini adalah School Based Management atau Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS).

Program MBS menyiratkan konsep mendasar atas penyelenggaraan
pendidikan dengan prinsip desentralisasi pendidikan. Landasan filosofis
dalam memahami konsepsi ini bertolak dari terminologi desentralisasi
dan otonomi. Desentralisasi bidang pendidikan berarti penyerahan
kewenangan (otoritas) pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan
masyarakat.

Berdasarkan terminologi tersebut, desentralisasi pendidikan meng-
anut prinsip good governance is less governing (penyelenggaraan peme-
rintahan yang baik adalah lebih kurang mengatur). Desentraliasi pendidikan
Kebijakan Pendidik
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adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada
masyarakat. Jika wewenang pusat hanya dipindahtangankan ke daerah,
yang akan terjadi adalah oversentralisasi di tingkat kabupaten/kota. Oleh
karena itu, program MBS merupakan pola implementasi pembagian porsi
wewenang penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten, dan masyarakat (sekolah) yang bobotnya lebih besar kepada
masyarakat dan stakeholder pendidikan.

Dengan berbekal pada pengalaman masa lalu, besarnya peranan
pemerintah dalam mengatur hal teknis dalam dunia pendidikan dianggap
sebagai biang keladi dari keterpurukan kualitas pendidikan bangsa
Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

=~ Tinjauan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional
dari Masa ke Masa (UUD 1945 sampai dengan UU
Sisdiknas 20/2003)

1. Perkembangan Pendidikan Indonesia Tahun 1945-1950 (dari
Proklamasi sampai RIS)

Pendidikan di Indonesia setelah proklamasi diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, 2, dan Pasal 32. Pasal 31 ayat (1) “Setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat dua (2) “Setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya’

Pasal 32 ayat satu (1), "Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”
dan Pasal 32 ayat dua (2), "Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan budaya nasional” Adapun konstitusi sementara
RIS menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara federal RIS dengan
rumusan yang berbeda. Pasal-pasalnya berisi tentang hak-hak dan ke-
bebasan manusia.

Tujuan dan dasar pendidikan pada saat itu adalah: (1) mencetak warga
negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara
(sebagaimana tercantum dalam Kepmendikjarbud); (2) dasar pendidikan
adalah Pancasila (Negara Kesatuan Rl 1945-1949); (3) membentuk manusia
susila yang cakap, WNI demokratis, dan bertanggung jawab. Dasar Pancasila
dan kebudayaan kebangsaan Indonesia diatur dalam UUD No. 4 tahun 1950

1 50 1(efvija kan Pendidikan
ihavi Filosofi ke Tmplementasi’

=




(undang-undang pendidikan dan pengajaran, yang merupakan benih
timbulnya sistem pendidikan nasional).

Sistem persekolahan yang diterapkan pada mulanya adalah Sekolah
Rakyat (SR) yang merupakan pendidikan rendah. Pendidikan menengah
(umum, kejuruan, keguruan) meliputi SMP, SMT, STP, ST, TM, SKP, SGKP,
SGC, SGB, dan SGA, sedangkan pendidikan masyarakat berupa PBH,
kursus, dan perpus rakyat. Pendidikan tinggi meliputi akademi, universi-
tas, dan sekolah tinggi. Kurikulum pada setiap jenjang berisi tentang: (1)
kesadaran bernegara dan bermasyarakat; (2) pendidikan jasmani; (3) pen-
didikan watak.

Pada tahun 1947, Panitia Mangunsarkoro di bawah pimpinan Ki
Mangun Sarkoro menghasilkan lima asas, yang disebut dasar-dasar 1947
atau Panca Dharma. Isi dasar-dasar 1947 adalah: (1) kemerdekaan, (2) kodrat
alam, (3) kebudayaan, (4) kebangsaan; (5) kemanusiaan (Kusdaryanti dan
Trimo, 2009).

. 2. Perkembangan Pendidikan Indonesia Tahun 1950 1959
(Demokrasi Liberal)

Pada saat demokrasi liberal awal tahun 1950, pendidikan diatur dalam
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Tujuan dan dasar pen-
didikan termuat dalam UU No. 4 tahun 1950 yang diberlakukan untuk
seluruh Indonesia. Akan tetapi, karena terjadi ketegangan yang berkisar
pada masalah pendidikan agama, khususnya agama Islam, UUD tersebut
baru diundangkan setelah empat tahun menjadi UU No. 12 tahun 1954
tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-Undang No. 12
tahun 1954 berlaku hingga tahun 1959.

Sistem persekolahan secara formal pada saat itu terdiri atas jenjang
pendidikan TK, rendah, menengah, dan tinggi. Usaha penyesuaian yang
dilakukan, antara lain bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar untuk
semua SR negeri, termasuk SR partikelir dan subsidi. Penyelenggaraan
pendidikan dimulai dengan persiapan kewajiban belajar dengan
menyusun rencana 10 tahun kewajiban belajar, dengan daerah uji coba
Pasuruan dan Jepara. PP No. 65 tahun 1951 menyebutkan penyerahan
urusan sekolah rendah ke pemerintah provinsi, kecuali SR patian. Peraturan
bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama mengatur
pendidikan agama, pendidikan masyarakat, dan partisipasi pendidikan
swasta.
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3. Perkembangan Pendidikan Indonesia Merdeka Tahun 1959-
1965 (Demokrasi Terpimpin)

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dianggap perlu pengukuhan
Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, muncul Panca Wardhana
yang menekankan pada nation and character building (pembangunan
bangsa dan wataknya). Pada saat itu, UUD 1945 berlaku lagi. Pada tahun
1960, Panca Wardhana disempurnakan menjadi Sapta Usaha Utama dengan
cakupan yang lebih luas. Sapta Usaha Utama merangkum ketentuan-
ketentuan Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Pancasila. Pada tahun
1965, lahir Kepres No. 145 tahun 1965 yang berisi tentang tujuan pen-
didikan, yaitu melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia berjiwa Pancasila seperti
dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

Sistem Persekolahan selama kurun waktu 1959-1965 meliputi:
(1) pendidikan Prasekolah (5-7 tahun) TK; (2) SD (7-12 tahun) SD, MI; (3)
SLTP (13-15 tahun) SMP, SMEP, SKKP, ST, MTs; (4) SLTA (16-18 tahun) SMA,
SMEA, STM, SPG, SMOA, MA; (5) PT (19-23 tahun) Universitas, Institut, Sekolah
Tinggi. Adapun penyelenggaraan pendidikan meliputi: (1) Sapta Usaha
Tama; (2) Panca Wardhana; (3) Panitia Pembantu; Pemeliharaan Sekolah
dan Perkumpulan Orangtua Murid dan Guru-guru (POMG); (4) Pendidikan
Masyarakat; (5) Perguruan Tinggi.

Kurikulum Pendidikan: (1) SR diubah menjadi SD; (2) kurikulum SD
1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi (Wardhana): (a) per-
kembangan moral; (b) perkembangan kecerdasan (c) perkembangan
emosional/artistik; (d) perkembangan keprigelan; (e) perkembangan
jasmani; (3) kurikulum SMP 1962 (kurikulum SMP gaya baru): penghapusan
jurusan, penambahan jam krida, pelaksanaan BP; (4) kurikulum SMA selama
demokrasi terpimpin dua kali perubahan kurikulum, yaitu tahun 1961 dan
1964. SMA terdiri atas bagian A, bagian B, dan bagian C.

4. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesig Tahun 1966-1969

Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan secara murni dan konsekuen
dengan tujuan dan dasar pendidikan, yaitu: (1) membentuk manusia
pancasilais sejati menurut Pembukaan UUD 1945; (2) dasar pendidikan
Pancasila; (3) isi pendidikan: mempertinggi moral, mental, budi pekerti,
memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan ke-
terampilan, membina fisik yang kuat dan sehat.
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Sistem Persekolahan masih tetap mengikuti UU No. 12/1954. Penye-
lenggaraan pendidikan bersifat sentralistis di bawah Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai pembantu Presiden. Sistem Persekolahan masih
tetap mengikuti UU No. 12/1954.

Sapta Usaha Utama berlaku selama pemerintahan Orde Lama (Orla)
hingga lahirnya Orde Baru (Orba, 1966). Sapta Usaha Utama dioperasional-
kan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Ketika dicanangkan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), ketetapan
MPRS tersebut terwujud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal
ini berlangsung hingga 1989.

5. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1969/
1970 - 1993/1994 (Pembangunan Jangka Panjang I)

UUD 1945 secara murni dan konsekuen masih diperlakukan. Tujuan
dan dasar pendidikan pada saat itu adalah mengembangkan kepribadian
dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur,
hidup berdasarkan Pancasila. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang
Pendidikan Nasional lahir ketika Fuad Hasan menjabat sebagai menteri.

Dalam pembahasan UU No. 2 tahun 1989 juga timbul pro dan kontra.
Hal yang menjadi masalah adalah tentang iman dan takwa, tetapi tidak ada
pengerahan massa karena kondisi politik relatif stabil.

Sistem pendidikan dan persekolahan meliputi sistem pendidikan yang
terdiri atas jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah; sistem
persekolahan yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pen-
didikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Program pembangunan pendidikan, antara lain perluasan dan peme-
rataan pendidikan; peningkatan mutu pendidikan dengan pengadaan alat
pendidikan, pengadaan buku pelajaran, pengadaan dan peningkatan mutu
tenaga pengajar, perubahan kurikulum.

6. Perkembangan Pendidikan Nasional 1995/1996-1998/1999
(Awal Pembangunan Jangka Panjang li)

Pada masa ini UUD dan dasar pendidikan sistem persekolahan tidak
ada perubahan dan masih mengacu pada UUD 1945 dan UU No. 2 tahun
1989. Ketetapan MPR No 11/1993 tentang GBHN memberikan arah tujuan
pendidikan nasional menurut UU No. 2 tahun 1989.
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Program pembangunan pendidikan, antara lain perluasan kesempatan
belajar, prioritas mutu pendidikan, program link and match, peningkatan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan pengembangan
sumber daya manusia (SDM) menyongsong globalisasi.

7. Perkembangan Pendidikan Nasional Pasca-Reformasi 1998-
Sekarang

Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah UUD 1945 yang
diamandemen. Ketika Malik Fajar menjabat sebagai Menteri Pendidikan
Nasional, timbul inisiatif dari DPR melalui komisi VI tentang Rancangan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Konsep dari
DPR tersebut disandingkan dengan konsep pemerintah yang merujuk pada
naskah akademis yang dirancang oleh Yahya Muhaimin. Naskah yang
dirancang Yahya Muhaimin disahkan menjadi UU No. 25 tahun 2000 berisi
tentang Program Pembangunan Nasional (khusus bidang pendidikan).

Inisiatif DPR muncul sejak 27 Mei 2002, tetapi baru pada bulan
Februari 2003 presiden menunjuk Mendiknas mewakili pemerintah untuk
membahas RUU Sisdiknas bersama DPR.

Pembahasan RUU Sisdiknas ini kembali menimbulkan pro dan kontra
karena ditemukan banyak kelemahan, tetapi juga terbelokkan pada
masalah agama, hingga terjadi pengerahan massa.

Bagaimanapun, akhirnya RUU Sisdiknas disahkan menjadi UU Sisdiknas
dan diratifikasi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Juli 2003
sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Secara umum, program pembangunan pendidikan atau agenda pen-
didikan nasional mencakup:

a. pengelolaan pendidikan (manajemen);
b. isi pendidikan (substansi);
c. paradigma baru pendidikan.

Penuntasan program pemerataan pendidikan melaui:
a. waijib belajar dikdas 9 tahun,
persiapan wajar 12 tahun.

Peningkatan mutu pendidikan melalui:
a. sarana prasarana;
gury;
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¢.  kurikulum;
d. akreditasi, evaluasi, supervisi.

Pengadaan link and match antara SMA dan SMK serta efektivitas dan
efisiensi (good governance) pendidikan.

=

(B) Agenda Pendidikan Nasional

1. Tinjauan Kebijakan Pendidikan Masa Lalu

Pada masa Orde Lama (Orla), kondisi pendidikan di Indonesia sebagai
berikut.

a. Masa konsolidasi dari sistem pendidikan masa penjajahan menuju
sistem pendidikan nasional.

b. Sampai dengan tahun 1959, output pendidikan belum sesuai dengan
kebutuhan dan tantangan bangsa.

c. Pendidikan dilaksanakan dalam rangka semboyan “politik sebagai
panglima” dengan untuk mencapai tujuan politik nasional: nasio-
nalisme, penggalangan persatuan dan kesatuan, konsep dan
implementasi demokrasi Pancasila, politik luar negeri bebas aktif,
penggalangan kekuatan negara-negara sedang berkembang (new
emergijing forces), pembentukan identitas bangsa, dan model-model
indoktrinasi dalam pendidikan.

Pada masa Orde Baru (Orba), potret pendidikan mengalami perubahan
yang dapat dilihat dari banyak hal yang dicapai, seperti pembangunan
sekolah dan pengangkatan guru (terutama jenjang pendidikan dasar),
pengadaan buku pelajaran, pembangunan perpustakaan desa, pendekatan-
pendekatan baru dalam proses pembelajaran, dan lain-lain.

Pendidikan pun menjadi alat penyeragaman, yaitu pakaian seragam,
wadah-wadah tunggal organisasi siswa dan organisasi kemasyarakatan.
Akibatnya, pendidikan sangat birokratif, kreativitas menurun, kehidupan
demokrasi memudar, inisiatif individu nyaris hilang, hak-hak asasi manusia
terabaikan demi pembangunan ekonomi, pendidikan mengingkari ke-
bhinekaan. Pada masa Orba, ekonomi merupakan panglima utama.

Masa krisis pun datang yang diawali dengan krisis moneter menyusul
negara-negara ASEAN berkembang menjadi krisis multidimensi (politik,
ekonomi, sosial, budaya, ideologi, kepercayaan, dan kepemimpinan).
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Sejak saat itu, pemerintah merenungkan kegagalan sistem pendidikan
nasional. Pemerintah menganggap perlunya reformasi berkesinambungan,
yaitu reformasi yang didukung oleh proses pendidikan sebagai proses
pembudayaan.

2. Tantangan Pendidikan Nasional pada Era Reformasi
Masyarakat Indonesia baru muncul pada era reformasi, yang disebut
dengan Masyarakat Madani Indonesia. Ciri masyarakat madani, antara lain:
demokratis;
terbuka;
menghormati hak asasi manusia;
kemerdekaan bukan kemerdekaan tanpa batas;
perlu kesepakatan bersama, yaitu dalam bentuk norma hukum;
ada keseimbangan antara kebebasan individual dan tatanan sosial;

@ e an o

adanya lembaga-lembaga sosial (social institute) yang memungkinkan
terjadinya kesinambungan hidup antargenerasi, yaitu kelestarian ling-
kungan hidup, pengembangan kebudayaan, masalah kependudukan,
dan kerukunan hidup antarbangsa.

Tantangan yang dihadapi pendidikan nasional mencakup tantangan
internal dan tantangan global. Tantangan internal meliputi:

a. masalah kesatuan bangsa;

b. demokratisasi pendidikan;

c. desentralisasi manajemen pendidikan;
d. kualitas pendidikan.

Adapun tantangan global, sebagai berikut.

a. Pendidikan yang kompetitif dan inovatif (kompetisi dalam kerja sama),
bukan mengutamakan soliter, melainkan team work, identitas bangsa
(kebhinekaan budaya Indonesia sebagai dasar identitas bangsa),
pendidikan untuk perdamaian dunia.

b.  Perlunya komitmen politik untuk reformasi pendidikan.

3. Reposisi dan Reaktualisasi Pendidikan Nasional

Paradigma baru pendidikan nasional muncul sebagai reposisi dan
reaktualisasi nasional. Reposisi pendidikan nasional meliputi:

a. redefinisi pendidikan nasional;
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b. pendidikan adalah proses pemberdayaan;
c. bendidikan adalah proses pembudayaan.

Reaktualisasi pendidikan nasional mencakup prinsip-prinsip dasar,
yaitu:
a. partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
b. demokratisasi proses pendidikan;
¢. sumber daya manusia yang profesional;
d. sumber daya penunjang yang memadai.

Beberapa Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional
a. Ketentuan Umum

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-
agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidik-
an yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional.

b.  Dasar,Fungsi,dan Tujuan

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi pe-
serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

¢.  Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta
tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
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nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; sistem terbuka dan multimakna;
berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat, memberdayakan semua
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.

d.  Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orangtua, Masyarakat, dan
Pemerintah

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pen-
didikan khusus.

Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat
adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga
negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat
kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung
jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Orangtua
berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh
informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orangtua anak usia
wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anak-
nya.

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksana-
an, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat ber-
kewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pengembangan
pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, mem-
bimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku; wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; wajib menjamin tersedianya
dana guna terselenggaranya pendidikan setiap warga negara berusia tujuh
sampai lima belas tahun.
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e.  Peserta Didik
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat-

1)  pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan
oleh pendidik yang seagama (difasilitasi dan/atau disediakan oleh
pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan);

2) pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampu-
annya;

3) beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu;

4) biaya pendidikan bagi yang orangtuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;

5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain
yang setara;

6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu
yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban:

1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan
proses dan keberhasilan pendidikan;

2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaky;

3) warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pen-
didikan yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) USPN No. 20 tahun 2003, diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

f.  Kandungan Lain Pasal-pasal dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Selain sebagaimana telah tersebut di atas, UU No. 20 tahun 2003 juga
membahas lebih detail mengenai jalur jenjang dan jenis pendidikan;
bahasa pengantar; wajib belajar; standar nasional pendidikan; kurikulum;
pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan;
pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat
dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi dan sertifikasi; pendirian satuan
pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh negara lain; pengawasan;
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ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan diakhiri dengan ketentuan
penutup.

@ Kebijakan Pendidikan Sentralistis

Kebijakan pendidikan yang sentralistis dialami dalam tiga periode,
yaitu pada masa Pra-Orde Baru, Masa Orde Baru, dan Masa Transisi.

1. Kebijakan Pendidikan pada Masa Pra-Orde Baru

~ Pra-Orde Baru masih berorientasi politik. Sebagaimana dijelaskan oleh
Tilaar (2000: 2), kebijakan pendidikan pada masa ini diarahkan pada proses
indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datang dari luar.
Dengan demikian, pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan
rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar, melainkan untuk orientasi politik.
Indroktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pen-
didikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang
militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin pada
saat itu.

2. Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada pe-
nyeragaman. Tilaar (2002: 3) menjelaskan pendidikan pada masa ini
diarahkan pada uniformalitas atau keseragaman di dalam berpikir dan
bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial
masyarakat, semuanya diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang
homogen. Pada masa ini, tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat,
sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru.
Pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima dengan tidak berakar pada
ekonomi rakyat dan sumber daya domestik serta kebergantungan pada
utang luar negeri sehingga melahirkan sistem pendidikan yang tidak peka
terhadap daya saing dan tidak produktif. Pendidikan tidak mempunyai
akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam mana-
jemennya. Pendidikan yang mengingkari kebhinekaan dengan toleransi
yang semakin berkurang semakin dipertajam dengan bentuk primor-
dialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan
kualitas, tetapi pada target kuantitas. Akuntabilitas pendidikan sangat
rendah walaupun diterapkan prinsip link and match.
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menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan,

sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan yang telah dibuat
dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi ini akan diketahui keber-
hasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan
diperoleh rekomendasi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau
perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

@ valuasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan

Evaluasi juga menilai keberkaitan antara teori (kebijakan) dan praktik-
nya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak
tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil
evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan/program memberi-
kan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif,
fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja
pemerintah.

Banyak metode evaluasi yang bisa digunakan dalam monitoring.
Secara umum, para evaluator program dapat dibagi menjadi dua kelompok.
Pertama, evaluator yang berorientasi pada penguasaan dan penggunaan
metode. Kedua, evaluator yang berorientasi pada pemecahan masalah dan
tujuan evaluasi. Evaluator yang termasuk kelompok pertama biasanya telah
menguasai metode evaluasi program, teknik analisis, dan instrumen untuk
memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun evaluator yang termasuk
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kelompok kedua tidak terlalu menguasai metode evaluasi, tetapi melaku-
kan evaluasi dengan premis bahwa pemilihan metode evaluasi program
didasarkan atas tujuan yang telah ditentukan.

Ada banyak model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program
pendidikan (pengembangan kurikulum). Meskipun antara satu dan lainnya
berbeda, tujuan yang ingin diperolehnya sama, yaitu melakukan kegiatan
pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang di-
evaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan
dalam menentukan tindak lanjut (follow up) suatu program atau pengem-
bangan.

E
k)

\ﬂ\ Konsep Monitoring dan Evaluasi

1.  Definisi Monitoring

Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat
suatu kegiatan sedang berlangsung. Monitoring yang dilakukan oleh se-
orang pimpinan mengandung fungsi pengendalian. Kegiatan monitoring
mencakup penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (output),
pelaporan tentang kemajuan, dan identifikasi masalah-masalah penge-
lolaan dan pelaksanaan (Wrihatnolo, 2009).

2. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang dapat diartikan sebagai pe-
nilaian atau to find out, deside the amount of value (A.S.Hornby, 1986).

Suchman (Arikunto dan Cepi Safruddin, 2009) memandang evaluasi
sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan
yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (Arikunto dan
Cepi Safruddin, 2009), evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang ber-
harga, termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu
program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk
mencapai tujuan yang ditentukan.

Definisi dan konsep dasar evaluasi merupakan fungsi manajemen
yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah kegiatan telah
berlalu. Evaluasi ini mencakup kegiatan penilaian atas dampak kolektif,
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baik positif maupun negatif dari semua (sebagian besar) kegiatan yang
telah dilakukan di lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-
beda. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari
sudut pandang penerima manfaat (Wrihatnolo, 2009).

Evaluasi kebijakan juga bervariasi, bergantung pada dimensi yang
menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan
adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk
mengevaluasi dimensi kuantitif berbeda dengan dimensi kualitatif.
Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif, seperti
tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Adapun instru-
men untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesionar,
inventori, wawancara, catatan anekdot, dan sebagainya.

3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

a. Monitoring Kebijakan

Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha
menjawab alasan kebijakan/program itu pada suatu tahap dapat meng-
hasilkan konsekuensi yang demikian. Monitoring berhubungan dengan
mendapatkan premis faktual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur
dari hal-hal yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan yang telah
terjadi sebelumnya (expost facto).

Dunn (1981) mengemukakan bahwa monitoring berfungsi untuk:

1) ketaatan (compliance), menentukan tindakan administrator, staf dan
semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetap-
kan;

2) pemeriksaan (auditing), menetapkan sumber dan layanan yang diper-
untukkan bagi target group telah mencapai sasaran;

3) laporan (accounting), menghasilkan informasi yang membantu meng-
hitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat imple-
mentasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu;

4) penjelasan (explanation), menghasilkan informasi yang membantu
menjelaskan akibat kebijakan dan alasan antara perencanaan dan
pelaksanaan tidak cocok.
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Keberkaitan monitoring dan evaluasi kebijakan tampak dalam bagan
berikut.

Monitoring

Penjelasan Informasi tentarg

kebijakan hasil kebijakan

Evaluasi proses Situasi problem

Bagan pengolahan informasi kebijakan melalui monitoring dan evaluasi
Sumber: Dunn (1981)

Dalam memonitor keluaran dan dampak, Dunn (1981: 284) menjelas-
kan dalam beragam pendekatan monitoring berikut.

Tabel Pendekatan Pengembangan dalam Monitoring

Jenis informasi
yang diperlukan

Pendekatan Jenis kontrol

Pelaporan sistem sosial Kuantitatif Informasi yang ada/baru

Manipulasi langsung dan

Eksperimentasi sosial Informasi baru

kuantitatif
Pemeriksaan sosial Kuantitatif dan kualitatif Informasi baru
Penguroplanbahan intuk Kuantitatif dan kualitatif Informasi yang ada

penelitian sosial

Sumber: Dunn (1981)

b.  Evaluasi Implementasi

Tahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai hal-hal yang
telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Apabila
dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah
dilakukan.

Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah, apalagi
untuk mengubah kebijakan yang di dalamnya ditemukan kesalahan yang
memerlukan perbaikan segera.
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Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi sangat berguna bagi pemerintah,
terutama untuk menentukan kebijakan atau program tersebut dapat di-
lanjutkan, diperbaiki, direvisi, atau dimodifikasi.

Berbagai kendala yang menghambat evaluasi adalah (Peters, 1985:

146-157) sebagai berikut.

1) Kebijakan yang ditetapkan kadang-kadang tidak memiliki tujuan yang
jelas, yang diakibatkan pertimbangan politis. Ketidakjelasan tujuan
meliputi: (a) tyjuan yang tidak mungkin dicapai; (b) tujuan yang
kontradiktif; (c) tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesifik; (d)
tujuan antara atau tujuan sementara.

2) Pengukuran (measurement), menyangkut penggunaan konsep ter-
tentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan
suatu program.

3) Kelompok sasaran (target groups), yang perlu diperhatikan adalah
program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran,
belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Sering
terjadi bukan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat program,
melainkan kelompok lain dalam populasi tersebut yang disebabkan
bias birokrasi.

4) Sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Seorang analis kebijakan
terkadang sulit untuk menerjemahkan sistem nilai yang berlaku dalam
masyarakat. Padahal, pertimbangan sistem nilai tidak dapat diabaikan
dalam melakukan evaluasi kebijakan.

Secara khusus, evaluasi implementasi menurut Ripley (1985: 144) di-
tujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses, menambah pertanyaan
yang harus dijawab pada perspektif yang terjadi dan perspektif kepatuhan,
ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang
terjadi dalam jangka pendek.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi mempunyai be-
berapa kegunaan, yaitu:

1) menggambarkan realitas yang muncul dengan pola-pola yang dapat
dilakukan;

2) menjelaskan pola-pola yang ada, termasuk berbagai pengaruh yang
ada, arah, dan hubungan sebab akibat dari berbagai pengaruh ter-
sebut;

3) untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses imple-
mentasi pada fase awal program dilaksanakan, pencapaian terhadap
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tujuan yang telah ditetapkan, cara menghadapi perbedaan dari ber-
bagai harapan dan tujuan.

Evaluasi implementasi akan mencapai hasil yang memuaskan apabila
memenuhi berbagai atribut yang diperlukan, sebagaimana penjelasan
Ripley (1985) sebagai berikut.

1)  Berbagai studi terhadap berbagai program atau kebijakan yang ada
sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

2) Petugas lapangan yang cukup di berbagai lokasi penelitian.

3) Sumber-sumber informasi yang diwawancarai harus berasal dari ber-
bagai sumber.

4) Wawancara dengan sistem terbuka dan tertutup sekaligus.

5) Dalam pelaksanaan evaluasi yang berskala besar, kelompok peng-
evaluasi dapat tinggal bersama dalam kelompok kecil dalam mengun-
jungi sumber-sumber informasi.

6) Kondisi organisasi pengevaluasi (evaluator) yang dapat membantu
keberhasilan pelaksanaan evaluasi.

¢.  Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak (evaluation of impact) berbeda dengan evaluasi
implementasi dalam hal waktu. Evaluasi dampak hanya dapat dilakukan
secara memuaskan apabila program telah dilaksanakan secara lengkap dan
berjalan dalam waktu yang relatif lama.

Evaluasi dampak sering bersifat terlalu ilmiah dan cenderung meng-
abaikan realitas. Akibatnya, muncul beberapa tipe evaluasi yang terlalu
baik, tetapi mengandung kelemahan, seperti anekdot murni, menampil-
kan data statistik yang terlalu terperinci, berbagai analisis tanpa kesimpul-
an, argumentasi ahli, dan dominasi intuisi.

Menurut Ripley (1985), ada empat dimensi yang berkaitan dengan
dampak, yaitu waktu, hubungan antara dampak yang sebenarnya de-
ngan dampak yang ingin dicapai, akumulasi dampak, dan tipe dampak
(kesejahteraan ekonomi, pembuatan keputusan, sistem politik, dan kualitas
kehidupan).

4. Dimensi Kajian pada Studi Evaluasi

Menurut Palumbo (1997), dimensi kajian pada studi evaluasi men-
cakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan
desain kebijakan, implementasi, hingga selesai diimiplementasikan. Jika
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dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi,
dimensi evaluasi kebijakan meliputi hal-hal berikut.

Pendefinisian masalah
Forecasting, definisi sasaran
Pendefinisian ukuran, distribusi masalah
Analisis keputusan

Desain kebijakan

Analisis feasibilitas politik
Terminasi
Pooling, survey, dan lain-lain
Legitimasi kebijakan
Evaluasi formatif
Evaluasi sumatif

Dampak implementasi

Gambar: Dimensi evaluasi dalam siklus kebijakan

Sumber: Wayne Parsons (2001: 549) yang diadaptasi dari Palumbo

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian dalam
studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut.

a. Evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan di-
laksanakan. Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali
evaluasi, yaitu:
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1) evaluasi desain kebijakan, untuk menilai alternatif-alternatif yang
dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan
mengukur hubungan antara biaya dan manfaat (cost-benefit
analysis), serta yang bersifat rasional dan terukur;

2)  evaluasi legitimasi kebijakan, untuk menilai tingkat penerimaan
suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/
kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode
evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (pooling), survei, dan
lain-lain.

Evaluasi formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi
kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah
mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan
kondisi-kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan ke-
berhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah
monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif
banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran
kinerja implementasi.

Evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimple-
mentasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah
mengukur efektivitas kebijakan/program tersebut memberi dampak
yang nyata pada problem yang ditangani.

| [a\ Evaluasi Formatif

1.

yang
a.

T o n T

Tujuan Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program
memiliki ciri-ciri:

merupakan evaluasi terhadap proses;

menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan;
menggunakan model-model dalam implementasi;

bersifat kuantitatif;

melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/program.

" Tujuan evaluasi formatif adalah melihat:

2
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sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
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b. penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan
spesifikasi program atau tidak;

c¢. sumber daya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program ter-
sebut (Rossi dan Freeman dalam Parsons, him. 550).

2. Jenis Evaluasi Formatif

a. Evaluasi administratif: dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang
dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan finansial dan prosedur.

b. Evaluasi yudisial: evaluasi yang berkaitan dengan objek-objek hukum.

Evaluasi politik: evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
politik.

3. Aspek-aspek Evaluasi Formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi

formatif adalah:

a. effort evaluation: mengevaluasi kecukupan input program;

b. performance evaluation: mengkaji output dibandingkan dengan input
program;

c. effectiveness evaluation: mengkaji pelaksanaannya sesuai dengan
sasaran dan tujuan;

d. effeciency evaluation: membandingkan biaya dengan output yang
dicapai;

e. process evaluation: mengkaji metode pelaksanaan, aturan, dan
prosedur dalam pelaksanaan.

Menurut William N. Dunn (1999: 609), aspek-aspek kinerja kebijakan
yang harus dievaluasi adalah sebagaimana yang tampak dalam tabel
berikut ini.

Tabel Kategori Evaluasi

T T

 Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan telah  Unit Pelayanan
tercapai?
Seberapa banyak upaya yang di- Cost-benefit ratio;
Efisiensi perlukan untuk mencapai hasil yang manfaat bersih;
diinginkan? unit biaya
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T KécUkupan Sébera;)é jauh pencapaian hasil yang Biaya tetap, efek-
diinginkan untuk memecahkan tivitas tetap
masalah?

Pemerataan  Apakah biaya manfaat didistribusikan Kriteria Pareto;
secara merata kepada kelompok- Kriteria Kaldor-
kelompok yang berbeda? Hicks: Kriteria

Rawls

Responsivitas  Apakah hasil kebijakan memuaskan Konsistensi dengan

kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai  survei warga ne-
kelompok tertentu? gara

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan Program publik
benar-benar berguna atau bernilai? harus merata dan
efisien

Sumber: William N. Dunn (1999: 609)

@ Evaluasi Sumatif/Evaluasi Dampak

1. Pengertian Dampak

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat
dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program
pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun tidak di-
harapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola
perilaku baru pada kelompok sasaran (impact). '

Akibat yang dihasilkan oleh intervensi program pada kelompok
sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun tidak, dan
apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada
kelompok sasaran (effects).

2. Tujuan Evaluasi Sumatif/Dampak

Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi
berkaitan dengan efektivitas sebuah kebijakan/program terhadap per-
masalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk:
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a. menilai program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap
individu, rumah tangga, dan lembaga;

b. menilai dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program;

c. mengetahui akibat yang tidak diperkirakan, baik yang positif maupun
yang negatif;

d. mengkaji cara program memengaruhi kelompok sasaran, dan per-

baikan kondisi kelompok sasaran disebabkan oleh adanya program
tersebut ataukah karena faktor lain.

3. Dimensi Dampak

Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan ini meliputi:

a. dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang di-
harapkan atau tidak;

b. dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas/
dampak melimpah (spillover effects);

¢. dampak sekarang dan dampak yang akan datang;

dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program
dan dampak biaya tidak langsung, yang dikeluarkan publik akibat
suatu kebijakan (misalnya, dampak terhadap pengeluaran rumah-
tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke
sekolah/tempat kerja semakin jauh, dan sebagainya).

4. Apraisal Dimensi Dampak

Langbein (1980) memperkirakan dampak perlu memperhitungkan
dimensi-dimensi berikut ini.

a  Waktu

Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat
memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa
yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu, semakin sulit
mengukur dampak, sebab:

1)  hubungan kausalitas antara program dan kebijakan semakin kabur;

2) pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak.
Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama, akan sulit menjaga
track record individu dalam waktu yang sama;
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nalisis dampak kebijakan pendidikan merupakan fokus pem-

bicaraan yang menarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal

didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi
pemenntahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pendidikan di
berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang dampak
kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi
dan praktisi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan pendidikan
karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya
terhadap sasaran (target) yang dituju.

Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah ber-
langsung lama, bahkan sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya
pada era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang kemudian direvisi
masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

Sekalipun demikian, sampai saat ini penerapan konsep desentralisasi
dan otonomi daerah di Indonesia dianggap belum menunjukkan hasil
yang menggembirakan. Masih ditemukan banyak kelemahan dalam
pelaksanaannya, baik dari kelengkapan regulasi, kesiapan pemerintah
daerah maupun penerimaan masyarakat.

ndidikan
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Terlepas dari itu semua, desentralisasi dan otonomi daerah telah
menjadi suatu keniscayaan dengan mempertimbangkan amanat UUD
1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang telah menegaskan hal
tersebut. Dengan demikian, menjadi lebih berharga meninjau kembali
pencapaian selama ini serta merumuskan agenda desentralisasi dan
otonomi ke depan. Dengan keterbatasan yang ada, pada intinya bab ini
mencoba merumuskan agenda tersebut.

Konsep Kebijakan Pendidikan

1. Dimensi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah keputusan-keputusan yang mengikat
bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang
dibuat oleh pemegang otoritas pendidikan. Sebagai keputusan yang
mengikat pendidikan, kebijakan pendidikan harus dibuat oleh otoritas
politik, yaitu yang menerima mandat dari pendidikan atau orang banyak,
umumnya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat
banyak. Selanjutnya, kebijakan pendidikan akan dilaksanakan oleh ad-
ministrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

2. Terminologi Kebijakan Pendidikan

Terminologi kebijakan pendidikan menunjuk pada serangkaian per-
alatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan,
mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan
pendidikan dapat dikaitkan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi
kebijakan.

Keterlibatan pendidikan dalam setiap tahapan kebijakan dapat
menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang
berdaulat atasnya. Pendidikan dapat mengetahui hal-hal yang menjadi
agenda kebijakan, yaitu serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan
prioritasnya. Pendidikan dapat memberi masukan yang berpengaruh
terhadap isi kebijakan pendidikan yang akan dilahirkan. Begitu juga pada
tahap pelaksanaan, pendidikan dapat mengawasi penyimpangan pelak-
sanaan, ada-tidaknya mekanisme kontrol pendidikan, yaitu proses yang
memungkinkan keberatan pendidikan atas suatu kebijakan dibicarakan dan
berpengaruh secara signifikan.
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Terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan di
antara sejumlah alternatif yang tersedia. Artinya, kebijakan merupakan hasil
menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan
yang ada. Dalam konteks makro, hal ini kemudian diangkat dalam porsi
pengambilan keputusan.

Adapun terminologi pendidikan memperlihatkan keluasan yang luar
biasa untuk didefinisikan. Akan tetapi, pendidikan berkaitan erat dengan
state, market, dan civil society, yang kemudian menjadi aktor dalam arena
pendidikan, sehingga pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah ruang
dimensi yang menampakkan interaksi antar-ketiga aktor tersebut.

3. Rujukan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan menunjuk pada keinginan penguasa atau
pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan
cerminan pendapat umum (opini pendidikan).

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan
efektif, diperlukan sejumlah hal berikut ini.

a. Perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga
dapat diketahui pendidikan yang telah diputuskan.

b. Jelasnya struktur pelaksana dan pembiayaan.

c¢. Kontrol pendidikan, yaitu mekanisme yang memungkinkan pen-

didikan mengetahui kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami
penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat otoriter, kebijakan pendidikan adalah keinginan
penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan.

Adapun dalam masyarakat demokratis, persoalan yang muncul adalah
cara menyerap opini pendidikan dan membangun suatu kebijakan yang
mendapat dukungan pendidikan. Kemampuan para pemimpin politik
untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan
mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para
pemimpin untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa suatu keinginan
tidak bisa dipenuhi.

4. Petunjuk Pelaksaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis)

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan harus diturunkan dalam
serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku
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internal dalam birokrasi. Adapun dari sisi masyarakat, yang penting adalah
adanya suatu standar pelayanan pendidikan, yang menjabarkan pada
masyarakat tentang pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa
mendapatkannya, apa persyaratannnya, dan bagaimana bentuk layanan itu.

= 3
),

M Dampak Kebijakan Pendidikan

1. Sikap terhadap Implementasi Kebijakan

Sikap skeptis berbagai kalangan terhadap implikasi kebijakan pen-
didilkan didasarkan pada pemahaman Dye (1981) dan beberapa pakar yang
mempertanyakan alasan pemerintah tidak mengetahui kebijakan yang
dibuat. Menurut Dye (1981), ada sejumlah permasalahan yang dihadapi
dalam studi evaluasi kebijakan, yang dideskripsikan sebagai eksperimentasi
kebijakan, yaitu sebagai berikut.

a. Penentuan tujuan yang akan dicapai oleh program. Siapa kelompok
target dan apa efek yang diharapkan? Pemerintah sering menghendaki
tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok
sekaligus. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program dan
kebijakan, studi evaluasi kebijakan akan dihadapkan pada konflik
kepentingan yang besar.

b. Sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis.
Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual mengubah kondisi
kelompok target, tetapi menjadikan kelompok tersebut merasa
bahwa pemerintah “memerhatikan”

c. Agen pemerintah memiliki kepentingan tetap yang kuat dalam
“mencoba” program membawa dampak positif. Administrator sering
melakukan percobaan untuk mengevaluasi dampak program yang
dibuat dengan mencoba membatasi atau merusak programnya atau
mempertanyakan kompetensi administrator.

d. Agen pemerintah memiliki investasi besar — organisasi, finansial,
fisikal, dan psikologikal pada program serta kebijakan yang sedang
dikerjakan.

e. Sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan

oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan terhadap
kegiatan program yang sedang berjalan.
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f. Evaluasi program memerlukan pembiayaan, fasilitas, waktu, dan
pegawai dan agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program
yang sudah berjalan. Studi dampak kebijakan, seperti halnya sejumlah
penelitian, membutuhkan uang untuk membiayai. Studi tersebut tidak
dapat dilakukan dengan baik, hanya bagaikan kegiatan ekstrakurikuler
atau paruh waktu. Penyiapan sumber daya untuk studi tersebut berarti
pengorbanan sumber daya program yang tidak ingin dilakukan oleh
administrator.

2. Alasan Penolakan Temuan Negatif Dampak Kebijakan

Selain sikap skeptis di atas, administrator pemerintah dan pendukung
progam memikirkan berbagai cara memberikan alasan untuk menolak
temuan negatif dampak kebijakan. Begitu pula, ketika menghadapi fakta
empiris bahwa program yang diunggulkan tidak berguna atau kontra-
produktif. Alasan tersebut mencakup hal berikut.

a. Efek program tersebut bersifat jangka panjang dan tidak dapat diukur
pada saat sekarang. :

b. Efek program tersebut menyebar dan bersifat umum, tidak ada kriteria
tunggal atau kesesuaian indeks untuk mengukur yang dicapai.

c. Efek progam tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi dengan ukuran
kasar atau statistik.

d. Fakta yang ditemukan mengenai tidak adanya perbedaan orang yang
penerima pelayanan dan orang yang tidak menerima berarti bahwa
progam itu tidak intensif dan mengindikasikan perlunya lebih banyak
mengeluarkan sumber daya program tersebut.

e. Kegagalan mengidentifikasi sejumlah sejumlah efek positif suatu
program dapat menandai ketidaksesuaian atau bias dalam penelitian,
bukan pada program.

3. Dampak Kebijakan dalam Evaluasi Kebijakan
Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh
suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa sikap skeptis
teoretis dan praktis seperti itu tidak sepenuhnya dapat diterima karena
realitas yang ditemukan di lapangan justru “berbeda’

Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya ke-
bijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur
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dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah
berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan
standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit infor-
masi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik karena untuk
menentukan outcome kebijakan pendidikan, perlu diperhatikan per-
ubahan yang terjadi di lingkungan atau sistem politik yang disebabkan
oleh aksi politik.

Pengetahuan mengenai jumlah dana per kapita yang digunakan
untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak
dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap
kemampuan kongnitif, afektif, dan psikomotor siswa. Menurut sebagian
pakar (Dye, 1981; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijak-
an yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yaitu sebagai
berikut.

a.  Dampak Kebijakan terhadap Situasi atau Kelompok Target

Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya,
masyarakat miskin (berdasarkan kriteria tertentu), kelompok anak-anak
sekolah yang termarjinalkan, atau sasaran lainnya.

Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai
kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus, analisisnya menjadi lebih rumit
karena prioritas harus diberikan pada berbagai efek yang dimaksud. Di
samping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa
konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Implikasi kebijakannya terlihat, misalnya melalui upaya program ter-
sebut dalam mengembangkan kegiatan pendidikan, kemudahan akses
terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, pra-
sarana dan sarana, pendidikan, dan lainnya.

b.  Dampak Kebijakan terhadap Situasi atau Kelompok Lain Selain Situasi
Kelompok Target

Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover karena jumlah outcome
kebijakan pendidikan sangat berarti apabila dipahami dengan istilah eks-
terpalitas.

Pengembangan prasarana pendidikan yang melibatkan secara lang-
sung dan tidak langsung berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha,
aparat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, guru, penyuluh ke-
sehatan, konsultan, kontraktor, dan sebagainya.
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¢. Dampak Kebijakan terhadap Kondisi Sekarang dan Kondisi Masa yang
Akan Datang

Dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masya-
rakat dalam merespons gagasan otonomi daerah yang baru dimulai
pelaksanaannya sejak tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004).

Biaya langsung kebijakan pendidikan dalam bentuk sumber dana dan
dana yang digunakan dalam program pendidikan. Biaya tidak langsung
kebijakan pendidikan yang mencakup kehilangan peluang melakukan
kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan
dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan karena sebagian tidak
dapat dikuantifikasi. Faktanya, tidak dapat dimungkiri bahwa program
yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak yang dengan keterlibat-
annya menghalangi kegiatan lain, misalnya anak dan anggota keluarga
dari masyarakat miskin yang dulu turut membantu kegiatan orangtua, harus
berada di bangku sekolah untuk belajar pada jam tertentu. Hal ini berarti
kesempatan membantu orangtuanya bekerja menjadi hilang atau ber-
kurang.

Tentu, sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap
komunitas. Dalam bidang pendidikan, terjadi perubahan sikap dan perilaku
masyarakat untuk sadar arti penting pendidikan melalui sikap dan perilaku
yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Identitas Perubahan di Lingkungan yang Terkait dengan Upaya
Mengukur Aktivitas Pemerintah

Dalam menjelaskan determinan kebijakan pendidikan, ukuran output
kebijakan pendidikan sangat penting untuk diperhatikan. Dalam menilai
dampak kebijakan pendidikan, perlu ditemukan identitas perubahan di
lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

Memahami uraian di atas bahwa pada hakikatnya kebijakan pen-
didikan menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas
dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan
struktur pelaksana. Siklus kebijakan pendidikan dapat dikaitkan dengan
pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
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@ Dampak Globalisasi dalam Kebijakan Pendidikan
di Indonesia

1. Kemajuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak
mengubah budaya dan peradaban bangsa Indonesia dengan segala
dampak positif dan negatifnya.

Teknologi yang berkembang sangat pesat, mendorong pemerintah
untuk mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan
tuntutan era globalisasi.

a. Model Sekolah Masa Depan

Sekolah masa depan harus didukung oleh prasarana yang memadahi
dan penyelenggaraan pendidikan bertumpu pada pencapaian kualitas,
pemerataan, dan efektivitas-efesiensi. Oleh karena itu, sekolah harus me-
miliki ciri-ciri: (1) visi dan misi yang jelas, (2) tujuan yang jelas dan pasti, (3)
murid-murid mempunyai harapan yang tinggi, (4) memberikan pengakuan
dan penghargaan bagi anggota jajaran sekolah yang telah berprestasi, dan
(5) seluruh anggota jajaran sekolah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan
disiplin yang tinggi (Sergiovanni dalam Arifin, 2007).

Selain itu, sekolah masa depan harus memiliki parameter keberhasilan
pencapaian akademis yang terukur, menciptakan stabilitas sekolah sebagai
lingkungan belajar yang prestisius, menggunakan secara penuh dan efektif
sumber-sumber yang ada di sekolah dan masyarakat, peningkatan kualitas
pendidik dan staf administrasi secara terus-menerus, dan melibatkan
masyarakat, terutama orangtua murid untuk ikyt bertanggung jawab dalam
peningkatan wawasan masa depan peserta didik. UNESCO (2006) meng-
gagas sekolah masa depan memiliki manajemen yang mandiri dan swa-
kelola secara profesional, keterlibatan masyarakat yang positif-partisipatif,
kurikulum, dan pembelajaran disertai lingkungan belajar mengajar yang
kondusif, sehingga memungkinkan terberdayanya warga sekolah ber-
tumbuh secara positif.

Sekolah masa depan harus bertitik tolak dari semangat dan komitmen
komunitas sekolah yang kuat untuk membuat sekolah berkualitas. Menurut
Alwasilah (dalam Jambi Ekspress, 2009) sekolah masa depan merupakan
sekolah yang memiliki tujuh kriteria.
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Pertama, visi dan misi sekolah yang jelas. Mayoritas sekolah kita belum
mampu dan tidak diberdayakan untuk mampu mengartikulasikan visi dan
misinya. Visi adalah pernyataan singkat, mudah diingat, pemberi semangat,
dan obor penerang jalan untuk maju melejit.

Kedua, komitmen tinggi untuk unggul. Staf administrasi, guru, dan
kepala sekolah memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan sekolahnya
sebagai sekolah unggul dalam segala aspek, sehingga semua siswa dapat
menguasai materi pokok dalam kurikulum. Komitmen ini adalah energi
untuk mengubah budaya konvensional (biasa-biasa saja) menjadi budaya
unggul.

Ketiga, kepemimpinan yang mumpuni. Kepala sekolah adalah
pemimpin dari pemimpin, bukan pemimpin dari pengikut. Artinya, selain
kepala sekolah, ada pemimpin dalam lingkup kewenangannya sehingga
tercipta proses pengambilan keputusan bersama (shared decision making).
Komunikasi terus-menerus dilakukan antara kepala sekolah dan para guru
untuk memahami budaya dan etos sekolah yang diimpikan melalui visi
sekolah.

Keempat, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas.
Semua guru mengetahui materi yang harus diajarkan. Alokasi waktu yang
memadai dan penjadwalan yang tepat sangat berpengaruh bagi kualitas
pengajaran. '

Kelima, lingkungan yang aman dan, teratur. Sekolah unggul bersuasana
tertib, bertujuan, serius, dan terbebas dari ancaman fisik atau psikis, tidak
opresif tetapi kondusif untuk belajar dan mengajar. Banyak penelitian
menunjukkan bahwa suasana sekolah yang sehat berpengaruh positif
terhadap produktivitas, semangat kerja, dan kepuasan guru dan siswa.

Keenam, hubungan yang baik antara rumah dan sekolah. Para orang-
tua seharusnya memahami misi dan visi sekolah. Mereka harus diberi
kesempatan untuk berperan dalam program demi tercapainya visi dan misi
tersebut.

Ketujuh, monitoring kemajuan siswa secara berkala. Kemajuan siswa
dimonitor terus-menerus dan hasil monitoring itu dipergunakan untuk
memperbaiki perilaku dan performansi siswa dan untuk memperbaiki
kurikulum secara keseluruhan. Artinya, semua hasil monitoring dimasukkan
ke dalam sebuah data base yang menggambarkan perkembangan
akademis siswa secara utuh yang akan menjadi pedoman dalam membuat
program sekolah berikutnya.
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Cara mempertahankan eksistensi sekolah, di antaranya:

1) meningkatkan mutu SDM, terutama guru dalam penguasaan bahasa
Inggris dan bahasa asing lainnya;

2)  meningkatkan mutu guru dalam penguasaan teknologi informasi dan
komunikasi;

3) meningkatkan mutu manajemen sekolah;

4)  meningkatkan mutu sarana dan prasarana;

5) sertifikasi internasional untuk guru.

b.  Perubahan Kurikulum di Tengah Mitos Globalisasi

Dunia pendidikan kita sudah berkali-kali mengalami perubahan
kurikulum. Setidaknya enam kali perubahan kurikulum tercatat dalam
sejarah, yaitu Kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, dan KBK.

Implementasi KTSP dalam dunia persekolahan kita juga perlu diikuti
dengan perubahan sistem pembelajaran yang memberikan ruang gerak
kepada siswa didik untuk mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara. Akan tetapi, diakui atau tidak, perubahan kurikulum
selama ini hanya sebatas papan nama.

Secara lahiriah menggunakan label kurikulum baru, tetapi sejatinya
masih menggunakan “roh” kurikulum yang lama.

Dalam pandangan Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri
Padang (2006), perubahan kurikulum di negara kita kebanyakan menitik-
beratkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa mau memperbaiki proses
pelaksanaannya di tingkat sekolah.

Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar,
yaitu konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil
belajar siswa. Di Indonesia yang kerap mengalami perubahan hanya
dimensi dokumen tertulis berupa buku-buku pelajaran dan silabus yang
sudah dilaksanakan. Persoalan proses dan hasilnya, tidak pernah mampu
dijawab oleh kurikulum pendidikan kita.

Implementasi KTSP maupun kurikulum 2013, saat ini tidak lagi ter-
jebak ke dalam praktik semu, yaitu perubahan kurikulum hanya momen-
tum “adu konsep’ sedangkan dimensi proses dan hasil-hasilnya tidak
terurus. Jangan sampai terjadi, dunia persekolahan kita hanya menjadi
ladang “kelinci percobaan} yang pada akhirnya hanya akan melahirkan
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generasi-generasi “setengah jadi” yang gagap menyelesaikan persoalan-
persoalan real yang sedang dihadapinya.

Dengan cara demikian, peran sekolah dalam mengoptimalkan pe-
ngembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik anak dapat berlangsung
dengan baik.

Sebagus apa pun konsep perubahan kurikulum, tanpa diimbangi
dengan optimalnya peran stakeholder pendidikan, hal itu tidak akan banyak
membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban bangsa.

c¢. Mitos Globalisasi

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat meng-
hindar dari dampak dan imbas globalisasi. Globalisasi telah mendorong
terciptanya rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi
hanya dipetakan oleh kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas
teritorial.

A. Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi
hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian
rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dapat di-
pengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan
sebaliknya.

Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses
(serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial
organization dari hubungan sosial dan transaksi —ditinjau dari segi eksten-
sitas, intensitas, kecepatan, dan dampaknya- yang memutar mobilitas
antarbenua atau antar-regional serta jaringan aktivitas. Dunia pendidikan
pun tidak luput dari imbas dan pengaruh yang diembuskan oleh globali-
sasi.

Ada tiga perubahan mendasar yang akan terjadi dalam dunia pen-
didikan kita.

1) Dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersil seiring
dengan kuatnya embusan paham neo-liberalisme yang melanda
dunia. Paradigma dalam dunia komersial adalah mencari pasar baru
dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinu. Globalisasi
mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-
komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak heran
apabila sekolah masih membenani orangtua murid dengan sejumlah
anggaran berlabel Liang komite atau uang sumbangan pengem-
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MODEL PENDEKATAN
., ANALISIS KEBIJAKAN:
s A\ BIDANG PENDIDIKAN

y ada awal abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi
Y tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi,
y dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil
pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk menganti-
sipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber
daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat
mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan
keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta men-
dorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Saat ini, kondisi pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan yang menonjol, antara lain rendahnya pemerataan mem-
peroleh pendidikan, (b) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan
(c) lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya ke-
mandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan
akademisi.

Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geo-
grafis, yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur
Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pen-
dapatan penduduk ataupun antargender.

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat
sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan
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desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang
sentralistis menyebabkan kebijakan seragam yang tidak dapat meng-
akomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-
didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta
mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran
pendidikan (UU No. 25 tahun 2000).

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan
kebijakan. Mereka harus menguasai makna kebijakan dan perumusan
kebijakan, perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan
kebijakan dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya.

Agar rumusan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan yang baik,
ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama, rumusan kebijakan
termasuk kebijakan pendidikan tidak mendektekkan keputusan spesifik
atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan
termasuk kebijakan pendidikan dapat dipergunakan menghadapi masalah
atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti bahwa waktu, biaya,
dan tenaga yang telah banyak dihabiskan tidak hanya dipergunakan
memecahkan satu masalah atau satu situasi.

Studi Analisis terhadap UU SISDIKNAS No. 20
Tahun 2003

1. Latar Belakang

Dalam upaya implementasi dan memaksimalisasi penyelenggaraan
otonomi daerah sistem pendidikan tersebut, dikembangkanlah konsep
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran
sekolah dan masyarakat sekitar (stakeholders), dalam pengelolaan pen-
didikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan
mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS memberikan kebebasan
dan kekuasaan yang besar di sekolah, disertai seperangkat tanggung
jawab.

Pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah
diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan
yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.
Dengan kata lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat.
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2. Dasar Kebijakan

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang- Undang
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut.

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan
anggaran pendidikan secara berarti.

b.  Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta mening-
katkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga
pendidik mampu berfungsi secara optimal dalam peningkatan pen-
didikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa
lembaga dan tenaga kependidikan.

. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan
kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani kebe-
ragaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional
dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis
pendidikan secara profesional.

d. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar
sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan,
serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang di-
dukung oleh sarana dan prasarana memadai.

e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan
nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan
manajemen.

f.  Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan
baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan
sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin
secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya
proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi
muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak
dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

h.  Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam
dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.
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3. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Era Otonomi
Daerah

Pada era otonomi daerah, kebijakan strategis yang diambil Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

a. manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based mana-
gement) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencana-
kan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan;

b. pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community
based education) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dan
masyarakat, sekolah sebagai community learning centre;

c. paradigma belajar atau learning paradigma, akan menjadikan siswa
atau learner menjadi manusia yang diberdayakan;

d. pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad
Base Education System (BBE) yang memberi pembekalan kepada siswa
untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.

Dengan pendekatan itu, setiap siswa diharapkan mendapatkan pem-
bekalan life skills yang berisi pemahaman luas dan mendalam tentang
lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat.
Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang
mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang
mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia
akhirat.

Implementasi kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi
daerah sebagai berikut.

a. Secara general, otonomi pendidikan menuju pada upaya mening-
katkan mutu pendidikan, sebagai jawaban atas "kekeliruan” kita
selama lebih dari 20 tahun bergelut dengan persoalan-persoalan
kuantitas.

b. Pada sisi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada
menipisnya kewenangan pemerintah pusat dan membengkaknya
kewenangan daerah otonom, atas bidang pemerintahan berlabel
pendidikan, yang harus disertai dengan tumbuhnya pemberdayaan
dan partisipasi masyarakat.

c. Terdapat potensi tarik-menarik antara otonomi pendidikan dalam
konteks otonomi daerah dalam menempatkan kepentingan ekonomik
dan finansial sebagai kekuatan tarik-menarik antara pemerintahan
daerah otonom dan institusi pendidikan.

Kebij«, a Pendidikan
_hari Fifosofi ke tmplenentasiv




d. Kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasi-
kan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya.

e. Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar
desentralisasi dan prinsip School Based Management pada tingkat
pedidikan dasar dan menengah; penataan kelembagaan pada level
dan tempat yang menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pen-
didikan. _

f.  Sudah selayaknya jika otonomi pendidikan harus bergandengan
dengan kebijakan akuntabilitas, terutama yang berkaitan dengan
mekanisme pendanaan atau pembiayaan pendidikan.

g. Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap berada
dalam kerangka otonomi keilmuan.

h.  Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan
tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata,
melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset
nasional.

i.  Secara makro, apa pun yang terkandung di dalamnya, otonomi pen-
didikan tinggi harus menonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Menurut Fransisca Kemmerer (Ali Muhdi, 2003), ada empat bentuk

desentralisasi pendidikan, yaitu:

a.  dekonsentrasi, yaitu pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat
yang lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat;

b.  pendelegasian, yaitu pengalihan kewenangan ke badan quasi peme-
rintah atau badan yang dikelola secara publik;

€. devolusi, yaitu pengalihan ke unit pemerintahan daerah;

d.  swastanisasi, yaitu berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha
swasta atau perseorangan.

Menguatnya aspirasi otonomi dan desentralisasi, khususnya di bidang
pendidikan, tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual
dan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya selama Orde Baru
bahwa di antara masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam
konteks ini adalah:

a. implementasi kebijakan pendidikan nasional yang sangat terpusat
dan serba seragam, cenderung mengabaikan keragaman realita
masyarakat Indonesia di berbagai daerah;

b. implementasi kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional
lebih berorientasi pada pencapaian target kurikulum, akan meng-
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abaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau
seluruh ranah dan potensi anak didik. Proses pembelajaran, khusus-
nya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAl) lebih mengutama-
kan aspek kognitif dan cenderung mengabaikan ranah afektif dan
psikomotorik.

Memahami uraian di atas, kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman
dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan
dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program
aksi telah dirancang, dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Evaluasi kebijakan pendidikan pada era otonomi masih belum ter-
format secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam
metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu
pendidikan. Oleh karena itu, aturan dan pedoman yang sudah dirumuskan
perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap
pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

@ Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional tentang
\—* Desentralisasi Pendidikan

1. Analisis Formulasi Kebijakan Pendidikan dengan Adanya
Otonomi Daerah

Kebijakan pemerintah berdasarkan:

a.  TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 GBHN tentang Pendidikan;
UU Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

¢. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-
nangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

d.  UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) tahun 2000-2004;

e.  UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

f. . UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) tahun 2000-2004;
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g. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pen-
didikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Formulasi Kebijakan

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-seluasnya kemudian meng-
hasilkan sebuah TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 GBHN tentang Pendidikan.
Dalam misi GBHN nomor 8 tertulis, “Pewujudan otonomi daerah dalam
rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dalam arah kebijakan tentang
pendidikan nomor 5 tertulis, "Melakukan pembaharuan dan pemantapan
sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi
keilmuan, dan manejemen’”

Masalah pendidikan termasuk salah satu bidang pemerintah yang
wajib dilaksanakan oleh daerah dan daerah kota. Sementara kewenangan
yang sifatnya lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh daerah otonomi
‘provinsi. Kewenangan di bidang pendidikan yang bersifat lintas kabupaten/
kota juga dilaksanakan oleh daerah otonomi provinsi.

Pasal 11 juga menyatakan secara jelas bahwa pendidikan merupakan
bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah/
kota. Pasal tersebut berbunyi:

1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua
kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan
dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenaga kerja.

PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang-
an Provinsi sebagai Daerah Otonom, mengatur pembagian kewenangan
bidang pendidikan dari pusat dan daerah.

3. Output

UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) tahun 2000-2004 mendorong program pendidikan dasar, pra-
sekolah, dan menengah menyebutkan dalam pokok kegiatannya:
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1)  melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap,
bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan Komite
Sekolah dengan mendorong daerah untuk melaksanakan rintisan
penerapan konsep pembentukan Dewan Sekolah;

2) mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan efisiensi peman-
faatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan
kebutuhan masyarakat setempat;

UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisterm Pendidikan
Nasional, dalam pasal secara umum menjelaskan konsep Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) berikut pasal-pasalnya:

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 tentang Tenaga Kependidikan:

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 tentang Penyelenggaraan Pen-
didikan:
Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan kekhasan agama,.sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk
masyarakat.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 23 tentang Sumber Daya Pendidikan:
Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan
dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kepen-
didikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24 tentang Dewan Pendidikan:

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan.

Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 27 tentang Peran Serta Masyarakat

dalam Pendidikan:

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Bab lll Pasal 4 ayat 6 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan:

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua kom-
ponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.
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Bab V Pasal 8 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan
Pemerintah Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban:
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Bab V Pasal 9 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan
Pemerintah Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban:
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Bab VI Pasal 16 tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan:
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, peme-
rintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab XIV Pasal 53 ayat 1 tentang Badan Hukum Pendidikan:
Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan

oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pen-
didikan.

Bab XV Pasal 54 ayat ], 2, dan 3 tentang Peran Serta Masyarakat dalam

Pendidikan:

1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta per-
seorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu pelayanan pendidikan.

2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan
pengguna hasil pendidikan.

3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Bab XV Pasal 55 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat:
1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masya-
rakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan
agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan
dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta mana-
jemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat ber-
sumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah
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daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh ban-
tuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata
dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

Bab XV Pasal 56 ayat 1 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/

Madrasah:

1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan
yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pen-
didikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 59 ayat 2
2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga

yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58.

4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Reformasi Pendidikan

Faktor yang melatarbelakangi adanya reformasi pendidikan ada dua,
yaitu: '

a.  Faktor internal. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia,
sistem pendidikan Indonesia yang sentralis, secara normatif, perangkat
perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan harus di-
sesuaikan dengan kebutuhan desentralisasi bidang pendidikan, yang
merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah.

b.  Faktor eksternal. Adanya faktor globalisasi yang menuntut Indonesia
‘dapat menyiapkan SDM yang mampu berkompetisi di tingkat dunia.

Untuk membuat akreditasi menjadi satu langkah pendahuluan
(prerequisite) menuju sertifikasi 1SO 9000, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Mendiknas (Permen) No. 19 tahun 2007 bulan Mei 2007 tentang
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang terdiri atas tiga dokumen.

Dokumen | tentang 5 bidang yang harus dibenahi dalam upaya me-
ningkatkan mutu manajemen persekolahan yang dilengkapi dengan
perincian tugas yang harus diemban oleh guru penanggung jawab tiap
bidang.
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Dokumen Il tentang penilaian proses dan evaluasi pencapaian tugas
yang diemban sehingga kinerja sekolah dapat dirumuskan dengan baik.

Dokumen Il tentang audit kinerja sekolah dan audit kinerja tenaga
kependidikan.

5. Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan

a. Aktor dalam pemerintahan:
1)  eksekutif: Presiden, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional,
Menteri Pendidikan;
2) legislatif: MPR RL.
b. Aktor di luar pemerintahan:
1)  masyarakat: mahasiswa yang menuntut reformasi;
2) organisasi politik: PAN, PKB, PPP, PBB, dan PK;
3) tokoh masyarakat.

@ Analisis Implementasi Kebijakan MBS: Peningkatan
Mutu Pendidikan di Indonesia

1. Konsep Manajemén Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management
(SBM) merupakan sebuah pendekatan pengelolaan sekolah yang bertitik
tolak dari pemikiran, pertimbangan, kebutuhan, dan harapan dari sekolah.
Artinya, sekolah akan berakar dan bertopang pada kondisi nyata masyarakat
setempat (bottom up) dan bukan lagi mengikuti petunjuk pemerintah (top
down).

Sebuah sekolah akan melaksanakan keinginan masyarakat pen-
dukungnya (stakeholders), yang terdiri atas orangtua peserta didik, pelaku
ekonomi, masyarakat, lingkungan sosial yang mempunyai tuntutan pen-
didikan, kebutuhan pembangunan setempat, hingga kebijakan otonomi
daerah untuk mempercepat kemajuan.

J. Chapman (Nanang Fattah, 2000) menyatakan bahwa MBS adalah
pendekatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan
sekolah yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan
partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup
guru, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat. MBS memodifikasi struktur
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pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan ke-
putusan pemerintah dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di
tingkat lokal.

Beberapa pakar lainnya mengartikan MBS sebagai pengalihan dalam
pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah.
Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang se-
bagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber-sumber
(resources) sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, meng-
alokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan
mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada setiap yang berkepen-
tingan (stakeholders).

Selain beberapa pengertian tersebut, MBS diartikan pula sebagai wujud
dari reformasi pendidikan yang menginginkan perubahan dari kondisi yang
kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewe-
nangan (otoritas) kepada sekolah untuk memberdayakan diri.

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan tersebut, ciri-ciri
MBS, yaitu:
a. adanya otonomi yang kuat di tingkat sekolah;
b. keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pendidikan;
c. proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan;
d

menjunjung tinggi akuntabilitas dan tranparansi dalam setiap kegiatan
pendidikan.

2. Latar Belakang Diberlakukannya MBS

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bidang utama dalam
pembangunan jangka panjang kedua (PJP Il), yang dimulai sejak Pelita VI
adalah tentang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana di-
nyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad yang
kuat untuk mencapai keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di
dunia. Komitmen nasional ini menjadi legitimasi bagi berlangsungnya
upaya maksimal dan terus-menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan
di Indonesia. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat mem-
berikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik pada masa mendatang
mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat
terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan.
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Sehubungan dengan hal tersebut, juga terdorong oleh suasana per-
ubahan politik kenegaraan, masyarakat merasa yakin bahwa salah satu
upaya penting yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pen-
didikan adalah dengan pemberdayaan sekolah melalui Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberikan kewenangan dan pendelegasian
kewenangan (delegation of authority) kepada sekolah untuk melakukan
perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan (quality continous
improvement).

Di samping faktor internal, ada faktor eksternal yang juga turut me-
latarbelakangi lahirnya MBS, yaitu sebagai berikut.

a. Pelaksanaan MBS di beberapa negara maju. Di banyak negara, refor-
masi pendidikan dimulai pada dekade 1980-an. Banyak sekolah di
Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang berhasil menerapkan
desentralisasi pendidikan dengan model MBS.

b. Dalam rangka pelaksanaan MBS, negara-negara tersebut telah mem-
berdayakan sekolah dengan membentuk organisasi yang bernama
Dewan Sekolah (School Board di Amerika Serikat dan School Council di
Australia).

¢. Model MBS telah membawa dampak terhadap peningkatan kualitas
belajar mengajar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya mekanisme
yang lebih efektif, yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan
dengan cepat, sekaligus memberikan dorongan semangat kinerja
baru sebagai motivasi berprestasinya kepada kepala sekolah dalam
melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah.

d. Di berbagai negara, seperti halnya Selandia Baru dan Chile, ternyata

penerapan MBS telah membawa dampak positif bagi dunia pen-
didikan.

3. Alasan dan Tujuan Dilaksanakannya MBS

Alasan dan pertimbangan dilaksanakan MBS adalah sebagai berikut.

a. Sekolah lebih mengetahui keadaannya (baik berupa kekuatan, kele-
mahan, peluang, dan ancaman), sehingga dapat mengoptimalkan
dalam pemberdayaan sumber daya yang dimiliki.

b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya ber-

kaitan dengan input dan output pendidikan, yang akan dikembangkan
dan didayagunakan dalam proses pendidikan.
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¢. Pengambilan keputusan relatif lebih tepat dan akurat karena di-
lakukan oleh pihak sekolah yang lebih mengetahui permasalahannya,
serta dibantu oleh masyarakat, sehingga dapat menghasilkan ke-
putusan yang tepat dan akurat, serta menciptakan transparansi dan
iklim demokrasi yang sehat.

d. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol sekolah melahirkan efek-
tivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan secara
maksimal.

e. Terjadi kompetisi yang sehat di antara masing-masing sekolah untuk
lebih meningkatkan kualitas pendidikan, melalui upaya inovatif dengan
dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

. Sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan mutu pendidikan
kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada
umumnya. Sekolah dapat secara tepat mengakomodasi aspirasi
masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat.

Tujuan pelaksanaan MBS adalah sebagai berikut.

a.  Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian otonomi kepada
sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada
secara mandiri.

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama.

¢.  Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat,
serta pemerintah tentang kualitas sekolah dan pendidikan pada
umumnya.

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah dalam upaya men-
ciptakan mutu pendidikan yang diharapkan.

4. Prinsip Umum sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan MBS

Ada beberapa prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pelak-
sanaan MBS, yaitu sebagai berikut,

a.  Memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas, sehingga dapat melancarkan
ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, khususnya
kualitas siswa.

b. Berpijak pada prinsip saling berbagi, mengisi, membantu, dan me-
nerima. Pembagian kekuasaan/kewenangan tersebut hendaknya
sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
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PROFIL PENULIS —

Dr. H. A. Rusdiana, Drs., M.M. Lahir di Puhun Ciamis pada
tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh
bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu
Junirah. Sejak kecil mengikuti orangtua di Dusun Puhun
Desa Cinyasag, Kec. Panawangan, Kab. Ciamis. Tamat Sekolah
, Dasar di SD Cinyasag |, tahun 1975. Madrasah Tsanawiyah di
24 Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah
Bandung lulus 1982, Jurusan Dakwah Fakutas Ushuluddin IAIN Sunan
Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen (IMMI) Jakarta
lulus tahun 2002, dan menyelesaikan S-3 Program Pascasarjana Manajemen
Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, lulus tahun 2012.

Sesuai dengan moto hidupnya “belajar dan mengabdi; sebagai Dosen
PNS Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung. Sampai saat ini ada enam
buku ajar, yaitu: Pengantar Manajemen (Tresna Bhakti, 2002), Manajemen
SDM (Tresna Bhakti, 2007), limu Sosisl dan Budaya Dasar (Tresna Bhakti,
2008), Pendidikn Kewarganegaraan (Tresna Bhakti, 2009), Sosiologi
Pendidikan (BatiC 2010), Antropologi Pendidikan (BatiC 2011), dan Lepas
Manajemen SDM, Cet. |l (Arsad, 2013), Manajemen Kewirausahaan (Arsad,
2013), Pendidikan Kewirausahaan (Insan Komonika, 2013). Membangun dsa
Peradaban Berbasis Pendidikan (Insan Komonika, 2013). Ada sepuluh judul
buku Manajemen dan Pendidikan Keguruan yang siap untuk cetak. Dalam
tiga tahun terakhir 6 kegiatan penelitian, 6 tulisan Jurnal Nasional dan Inter-
nasional. Di samping itu, tidak luput dari pengabdian kepada masyarakat
membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah
Cipadung-Bandung, yang mengembangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan
MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus melalui Yayasan Pengem-
bangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun
1994 dan sekaligus sebagai Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan
pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari
50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan
mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti
sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Ciamis.
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